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NAMA : USWATUN HASANAH 
NIM : 10100113115 
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI MELALUI 
PUTUSAN PENGADILAN (STUDI KASUS PENGADILAN 
AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B) 
Skripsi ini membahas bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum terhadap 
Istri melalui putusan pengadilan di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB, 
tidak dapat dipungkiri bahwa kasus perceraian yang terjadi dalam kehidupan 
masyarakat Indonesia khususnya di Kota Sungguminasa, cukup banyak dan sering 
terjadi, baik perkara cerai gugat atau cerai thalak tidak jarang istri menjadi pihak 
yang lemah dalam kasus perceraian dan akan menjadi pihak yang paling menderita 
pasca perceraian. Oleh sebab itu istri harus diberikan perlindungan oleh hakim 
dalam putusannya agar tetap terpelihara tujuan peradilan yaitu memperoleh 
keadilan, selain itu juga mengetahui bagaimana hakim dalam menggunakan hak ex 
officio-nya yang merupakan sesuatu yang melekat pada hakim karena jabatannya 
dalam memberikan putusan. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu 
penelitian yang dilakukan langsung terjun ke lapangan guna memperoleh data yang 
lengkap  mengenai bentuk perlindungan hukum oleh hakim terhadap istri dan 
penggunaan hak ex officio hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa. Sedangkan 
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis, pendekatan syar’I dan 
pendekatan sosiologis yakni melihat atau memandang sesuatu dari aspek atau segi 
hukumnya baik hukum Islam dan hukum berdasarkan undang-undang, dan terhadap 
sesuatu yang ada dan terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang mempunyai akibat 
hukum.  
Teknik pengumpulan datanya adalah interview dan Dokumentasi. Interview 
ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara mewawancarai para 
informan, wawancara dilakukan dengan hakim-hakim dan beberapa panitera yang 
ada di Pengadilan Agama Sungguminasa. Kemudian Dokumentasi merupakan 
pengumpulan data dari dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan 
perceraian, seperti buku register perkara, salinan putusan hakim, dan lain 
sebagainya. 
Dan setelah diadakan penelitian, menghasilkan kesimpulan bahwa bentuk-
bentuk perlindungan hukum oleh hakim terhadap istri melalui putusan pengadilan 
yaitu berupa pemberian nafkah lampau, mut’ah, dan iddah yang oleh hakim 
dijadikan pembebanan kepada suami, yang disesuaikan dengan kemampuannya, 
serta hakim dalam menggunakan hak ex officio-nya dalam beberapa kasus 
perceraian yang bertujuan untuk melindungi pihak yang lemah dalam persidangan 






A. Latar Belakang Masalah 
Pandangan perkawinan dari segi agama merupakan suatu segi yang sangat 
penting. Dalam agama, perkawinan itu merupakan suatu lembaga yang sangat suci, 
upacara perkawinan adalah upacara yang suci , kedua mempelai dijadikan suami 
istri atau saling meminta pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah. 
Setiap manusia membutuhkan teman pendamping dalam hidupny, berbagai rasa 
dengannya dalam suka dan duka, dalam kesuasahan dan kelapangan. Berbagai 
urusan rumah tangga dan keluarga dapat tertangani dan terurus karena bersatunya 
suami dan istri, yang sekaligus menjadi benih tegaknya masyarakat. 
Membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahma, yang 
artinya rumah tangga yang saling mencintai, melindungi, menyanyangi, dan 
mempunyai ikatan batin yang kuat satu sama lain. Sesuai yang digambarkan oleh 
Rasulullah saw, “rumahku adalah syurgaku”, maka dari itu pernikahan haruslah 
menciptakan suasana yang sangat nyaman, agar anggota keluarga dalam hal ini 
suami,istri, anak-anak,merasa damai dalam rumah.  
Jika dalam keluarga sudah merasa damai, maka keluarga sebagai lembaga 
terkecil dalam masyarakat dapat menciptakan masyarakat yang madani, dan 
kemudian akan menciptakan kondisi negara yang berkualitas karena kehidupan 
keluarga  dalam pernikahan yang damai, tenteram dan berkualitas dapat pula  
menciptakan individu yang berkualitas. 
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Negara Republik Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, 
dimana sila yang pertama adalah Ketuhan Yang Maha Esa, maka perkawinan 
dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, 
sehingga perkawinan bukan saja unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau 
rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting.1 
Para pakar Hukum Perkawinan Indonesia juga memberikan definisi tentang 
perkawinan, antara lain menurut : 
1. Menurut Wirjono Projodikoro, perkawinan adalah Peraturan yang 
digunakan untuk mengatur perkawinan inilah yang menimbulkan perkawinan.2 
2. Menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, luas 
dan kokoh untik hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang 
perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni,kasih mengasih, 
tentram dan bahagia.3 
3. Menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, luas 
dan kokoh untik hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang 
perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni,kasih mengasih, 
tentram dan bahagia.4 
                                                          
1Rusli, SH dan R. Tama SH. Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya.Penerbit : Shantika 
Dharma. Bandung, 1984, hal : 10. 
2Wirjono Projodikoro, Hukum Perkawinan Indonesia. Sumur. Bandung, 1974. Hal : 6. 
3Mohammad Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Bumi Aksara. Jakarta, 1996, Hal:2.  
4Muhammad Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hal: 2. 
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4. Menurut Prof. Ibrahim Hosen, nikah menurut arti asli kata dapat juga berarti 
akad dengannya menjadi halal kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut 
arti lain adalah bersetubuh.5  
5. Menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara sorang laki-
laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.6  
Kehidupan berumah tangga melalui pernikahan merupakan salah satu 
lembaran hidup yang akan dilaui oleh setiap manusia. Saat itulah kedewasaan 
pasangan suami istri sangat dituntut demi mencapai kesuksesan dalam membina 
bahtera rumah tangga. Tak selamanya keharmonisan akan menjadi yang warna 
yang menghiasi hari-hari yang akan dilalui pasangan suami istri. Kadang konflik 
bisa saja terjadi bahkan bisa berbuntut kepada perceraian.  
Tidak semua orang dapat membentuk suatu keluarga yang dapat dicita-
citakan tersebut sesuai dengan tujuan perkawinan yang terdapat pada UU RI No. 1 
tahun 1974, hal ini dikarenakan adanya perceraian, baik cerai mati, cerai talaq, 
maupun cerai atas putusan hakim. 
Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dan 
seorang wanita sebagai suami istri, yang dilakukan didepan sidang pengadilan baik 
di depan pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama. Sedangkan pengertian 
perceraian menurut hukum perdata adalah penghapusan perkawinan dengan 
putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan tersebut.7 
                                                          
5Ibrahin Hosen, Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk,  Ihya 
Uluddin. Jakarta, 1971, hal: 65. 
6M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran, Penerbit Mizan. Bandung. 
7Djumairi Ahmad. Hukum Perdata II. Semarang, 1990. Hal: 56. 
4 
 
Menurut imam mazhab empat bersepakat yang dijatuhkan anak kecil 
dinyatakan tidak sah, sekalipun dia telah pandai, talak orang mabuk itu sah 
manakala dia mabuk karena minuman yang diharamkan atas dasar 
keinginanyasendiri. Akan tetapi manakala yang dia minum itu minuman mubah 
(kemudian dia mabuk) atau dipaksa minum (minuman keras), maka talaknya 
dianggap tidak jatuh. Sementara itu talak orang yang sedang marah dianggap sah 
manakala terbukti bahwa dia memang mempunyai maksud menjatuhkan thalak. 
Akan tetapi bila ucapan talaknya itu keluar tanpa dia sadari, maka hukumnya sama 
dengan hukum talak yang dijatuhkan orang gila. Thalak itu memerlukan niat.8 
Peradilan Agama merupakan lembaga peradilan di Indonesia yang bernaung 
dalam salah satu lenbaga tertinggi negara yang bernama Mahkamah Agung 
Republik Indonesia, telah menyatu dalam atap yang sama dengan peradilan lainnya 
(Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara). Lembaga 
Peradilan Agama dalam pengembangan di Indonesia telah melahirkan undang-
undang sebagai sebagai landasan yuridis formal. Undang-undang tentang Peradilan 
Agama merupakan sebuah hasil dari tuntutan sekaligus kebutuhan masyarakat 
Indonesia sebagai masyarakat muslim pencari hukum dan keadilan dalam wadah 
negara kesatuan Republik Indonesia. 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama telah mengalami perubahan dua kali. Mengingat karena tidak sesuai dengan 
perkembangan zaman, sehingga diubah sebagaimana dengan Undang-undang 
                                                          




Republik Indonesia No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang 
Republik Indonesia No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengembangan 
undang-undang ini semakin menuntut masyarakat agar lebih disesuaikan lagi 
dengan kemajuan zaman, sehingga berubah untuk kedua kalinya, sebagaimana 
Undang-Undang Republik Indonesia No. 50 tahun 2009 tentang P|erubahan atas 
Undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 
Undang-undang mengenai Peradilan Agama ini telah mengalami perubahan dua 
kali selama kurun waktu dua puluh, mulai tahun 1989 sampai 2009. Namun 
demikian, seharusnya undang-undang ini diamandemen lagi dengan khusus 
melahirkan produk yang membahas tentang materi perkara tertentu dengan 
Pengadilan Khusus  yang mengadili perkara pidana khusus akibat yang ditimbulkan 
oleh perkara tertentu tersebut, seperti yang disebutkan pada amandemen pertama 
undang-undang ini. 
Hadirnya amandemen ini, akan membawa lembaga Peradilan Agama pada 
materi dan kewenangannya yang lebih baik, seperti pada perkara tertentu, bukan 
lagi perkara perdata tertentu. Oleh karena itu, perlu ditelusuri materi perkara dan 
kewenangan pada lembaga Peradilan Agama di Indonesia.   
Dalam perkara perceraian, hakim dapat memutuskan suatu putusan yang 
bersifat melindungi istri, bisa jadi suami, atau anak dari hasil perkawinan, tetapi 
dalam prakteknya hakim lebih banyak memberikan perlindungan terhadap istri. 
Pengadilan yang berwenang menangani dan memeriksa serta memutus 
perceraian adalah untuk mereka yang beragama Islam, atau mereka yang beragama 
non muslim akan tetapi pernikahannya dilaksanakan secara Islam. Maka 
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penyelesaiannya di Pengadilan Agama, dan bagi mereka yang beragama selain 
Islam, penyelesaianya di Pengadilan Negeri.Sedangkan untuk dapat mengajukan 
gugatan perceraian di Pengadilan haruslah disertai alasan-alasan yang telah 
ditetapkan dalam undang-undang pasal 39 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 
Tahun 1974 jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.9 
Dalam perkara perceraian hakim dapat memutus lebih dari yang diminta 
karena jabatannya, hal ini berdasarkan pasal 41 huruf C Undang-undang 
Perkawinan yang menyebutkan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas 
suami untuk memberi biaya penghidupan dana atau menentukan sesuatu kewajiban 
bagi bekas istrinya.10 
Dari hal yang disebutkan diatas yang ingin penulis kaji adalah perlindungan 
hukum terhadap istri yang dithalak atau yang meminta diceraikan melalui putusan 
pengadilan menggunakan kewenangan ex ovisio yang dimiliki oleh hakim dalam 
melindungi hak-hak istri setelah pengadilan memutuskan perkawinan mereka. 
Dan judul yang diangkat oleh penulis adalah “ PERLINDUNGAN 
HUKUM TERHADAP ISTRI MELALUI PUTUSAN PENGADILAN (Studi 




                                                          
9Muhammad Amin Suma,  Himpunan Undang-Undang Perdata Islam& Peraturan 
Pelaksana  
10Mukti Arto, Prakter Perkara Perdata pada Pengadilan agama, cet.6. Yogyakarta : 
Pustaka Pelajar, 2005. Hal: 11 
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B. Rumusan Masalah 
Adapun yang menjadi pokok permasalahan diatas dapat dijadikan masalah 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap istri melalui putusan 
pengadilan di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB? 
2. Bagaimanakah penerapan ex ovisio hakim dalam memberikan 
perlindungan hukum terhadap hak-hak istri pasca perceraian di 
Pengadilan Agama Kelas IB? 
C. Defenisi Operasional 
Untuk menyempurnakan penulisan dan untuk memberikan batasan 
pengertian dalam penulisan. Maka penulis memberi beberapa batasan pengertian 
dari beberapa istilah yang tercantum dalam penulisan ini : 
Perlindungan, kata perlindungan berasal dari kata lindung, kata lindung 
mendapat awalan “per” akhiran “an” menjadi perlindungan, dan dapat berarti 
perbuatan melindungi, memberi pertolongan dan penjagaan.11 
Perlindungan dalam arti bernaung kepada Allah SWT agar selamat, tidak 
terkena bencana dab sebagainya. Perlindungan berarti perbuatan melindungi atau 
memberi pertolonganatau penjagaan misalnya memberi perlindungan kepada 
orang-orang yang lemah. 
Hukum, menurut WJS Poerdawarminta dalam kamus Bahasa Indonesia, 
adalah peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang berlaku oleh dan 
                                                          




untuk banyak orang atau segala Undang-Undang, peraturan dan sebagaimana untuk 
mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat.12 
Hukum adalah gejala sosial yang selalu berubah-ubah mengikuti 
perkembangan yang ada di dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh zamannya, 
hukum merupakan pengaturan dan petunjuk dalam kehidupan bermasyarakat 
(levensvoorschriten) sehingga hukum selalu sesuai dengan situasi dan kondisi 
masyarakat itu sendiri. 
Sedangkan menurut anggapan Apeldoorn, bahwa untuk memberikan suatu 
defenisi yang tepat tentang hukum adalah tidak mungkin. Hukum mengatur 
hubungan didalam masyarakat antara orang dengan orang atau antara anggota 
masyarakat yang satu dengan yang anggota masyarakat yang lain. Bentuk-bentuk 
seperti perkawinan, tempat kediaman, perjanjian-perjanjian dan lain sebagainya.13 
Istri, adalah wanita yang telah bersuami atau wanita yang telah dinikahi.14 
salah seorang pelaku pernikahan yang berjenis kelaminwanita. Seorang wanita 
biasanya menikah dengan seorang pria dalam suatu upacara pernikahan sebelum 
diresmikan statusnya sebagai seorang istri dan pasangannya sebagai seorang 
suami.15 
                                                          
12WJS Poerdawarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal: 363. 
13 R. Soeroso, Pengantara Ilmu Hukum, (Cet. II; Sinar Grafika: Jakarta ; 1996), hal : 23-
24. 
14Desi Anwar, Kamus lengkap Bahasa Indonesia, , Surabaya: Amelia, 2003, hal: 198. 




Putusan Pengadilan, adalah hukum pernyataan hakim disidang pengadilan 
yang dapat berupa pemidanaan,putusan bebas, atau lepas dari segala tuntutan 
hukum.16  
Dalam hal ini putusan pengadilan yang dimaksud oleh penulis adalah 
putusan hakim yang menyangkut tentang hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh 
suami pasca perceraian baik karena cerai gugat ataupun cerai talaq. 
Cerai thalak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang 
menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana 
dimaksudkan dalam pasal 129, 130, dan 131.  
Cerai gugat adalah gugatan cerai yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada 
Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat 
kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.17     
D. Kajian Pustaka 
Pengadilan Agama Sungguminasa telah menangani dan menyelesaikan 
perkara-perkara perceraian disebabkan karena berbagai alasan. Alasan-alasan 
perceraian tersebut dapat dibenarkan karena telah mempunyai dasar antara lain 
sebagai berikut : 
1. Al-Quranul Karim, Allah SWT Berfirman dalam surah Ath Thalaq: 1 : 
  ََّلط اَذيإ ُّ يبَِّنلا اَهُّ َيأ َاي و قْ َلطََفَ َءَاَسَ نلا  مُ تُ  قْ َّن ه او ص  حَأَو َّن
ييتَِّديعيل                 ديع لا                           
                                                          
16 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia : Edisi Ketiga, Balai 
Pustaka: cetakan kedua, hal: 914. 




Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka 
hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat 
(menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah 
itu.”(QS Ath Thalaq: 1)18 
2. Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan 
terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga, didalam Undang-
Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 pasal 1 menjelaskan bahwa yang 
dimaksud dengan Kekerasan dalam rumah tangga adalah  setiap 
perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan. Yang berakibat 
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, 
psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk 
melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan 
secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.19 
3. Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam 
pasal 39 yang menyatakan bahwa, alasan perceraian adalah : salah satu 
pihak berzina, menjadi pemabuk, penjudi, salah satu pihak 
meninggalkan yang lain selama lebih dari 2 tahun tanpa alasan yang 
jelas, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun, salah satu 
pihak salah satu pihak melakukan kekejaman, mendapat cacat badan 
yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajban, dan antara 
suami istri terus menerus bertengkar.20 
                                                          
18Kementrian Agama, Mushaf Al-Qur’an Tajwid dan terjemahan. h.558. 
19Presiden republic Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004. 
20 Undang-Undang perkawinan di Indonesia, penerbit Cemerlang: Jakarta, hal 14. 
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4. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, tentang Pelaksanaan terhadap 
Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974, dalam pasal 14 menjelaskan 
tentang tata cara perceraian, seorang suami yang telah melansungkan 
perkawinan menurut agama Islam, dan akan menceraikan istrinya 
mengajukan surat ke Pengadilan di tempat tinggalnya, 21 
5. Kompilasi Hukum Islam, dalam pasal 113 menyatakan perkawinan dapat 
putus karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan, dalam pasal 
114 menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena adanya talak dan 
putusan putusan pengadilan.22 
6. Menurut Aharon Barak: “Hakim yang baik adalah hakim dengan 
legitimasi yang dimilikinya mampu membuat dan menciptakan putusan 
lebih dari sekedar putusan, yaitu dapat menjadi jembatan terbaik yang 
menghubungkan putusan an sich dengan masyarakatnya dan dapat 
menjadi pelindung bagi nilai-nilai konstitusi dan kemasyarakatan.”23 
7. Dalam buku kumpulan tulisan hakim menyataka bahwa “Peran putusan 
hakim sebagai wadah pembaruan hukum dapat mejadikan putusan hakim 
terdahulu atau yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum, serta 
merupakan acuan dalam memutus dari hakim, yang ditujukan untuk 
menelesaikan suatu sengketa tertentu. Oleh karena itu putusa hakim pada 
dasarnya selalu berupa penyelesaian konkrit, walaupun putusan-putusan 
                                                          
21 Undang-Undang perkawinan di Indonesia, penerbit Cemerlang: Jakarta, hal 45 
22 Undang-Undang perkawinan di Indonesia, penerbit Cemerlang: Jakarta, hal 213 
23 Dr.H. Habiburrahman. M.Hum, Bunga Rampai Peradilan Agama, Jakarta: Kencana, 
2015. Hal :25. 
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tersebut hanya mengikat kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Namun 
demikian, putusan hakim akan tetap menjadi kebutuhan fundamental 
yang dapat dijadikan dasar dan acuan hakim di dalam memutus perkara 
yang serupa.”24 
Adapun dalam putusannya tidak sedikit hakim yang memakai kewenangan 
ex ovisionya dan memberikan putusan yang menguntungkan pihak istri yang 
diceraikan maupun yang meminta diceraikan, dengan melihat hal-hal sebagai 
berikut : 
1. Melihat kondisi istri, baik jasmani dan rohani yang telah dirugikan oleh 
sang suami selama masa perkawinan, 
2. Kondisi istri pasca perceraian tidak memiliki sumber keuangan yang 
menetap  
3. Adanya anak yang harus dipelihara oleh istri jika hak asuh anak 
diberikan kepada istri, 
Berdasarkan hal-hal diataslah maka seringkali hakim dalam putusannya 
menjatuhkan putusan meskipun si istri dalam gugatannya tidak meminta, tetapi jika 
hakim merasa putusan tersebut perlu dengan melihat kondisi istri pasca perceraian 
maka hakim akan membebankan beberapa hal  kepada suami, inilah yang dimaksud 
dengan kewenangan ex ovisio hakim. 
 
 
                                                          
24 Menggugat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia,Penerbit UII Press 
Yogyakarta bekerjasama dengan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Hal :13. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Sesuai Rumusan masalah tersebut, maka penuilis memaparkan tentang 
tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengkaji dan mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap istri 
pasca perceraian melalui putusan hakim di Pengadilan Agama 
Sungguminasa Kelas 1B! 
2. Mengkaji dan mengetahui sejauhmana penerapan ex ovisio hakim dalam 
memberikana perlindungan hukum terhadap hak-hak istri pasca perceraian 
di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B! 
Manfaat dalam penulisan ini diharapkan : 
1. Sebagai pengembangan terhadap ilmu hukum pada umumnya dan 
pengembangan ilmu hukum keperdataan pada khususnya yang mencakup 
tentang ijtihad hakim dalam memutus dengan menggunakan kewenangan 
ex ovisio.  
2. Sebagai konstribusi pemikiran, dan menambah khasanah serta masukan 
yang bersifat permulaan bagi masyarakat untuk dapat mencegah terjadinya 
perceraian ataupun penyimpangan-penyimpangan selama perkawinan. 
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          BAB II 
                                        TINJAUAN TEORETIS 
A. Pengertian Umum 
1. Pengertian Perkawinan 
Perkawinan menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 
adalah ikatan lahur bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 
suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.1 
Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang 
menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan 
hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal 
dari kata ‘nikah” yang artinya mengumpulkan, saling memasukkan, yang 
didunakan untuk arti bersetubuh, sedangkan menurut syara’ yaitu akad yang 
ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan 
perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya antara laki-laki dan 
perempuan.2  
Zakiah mendefenisikan nikah adalah akad yang mengandung ketentuan 
hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwid atau 
semacamnya. Adapun menurut syariat, nikah juga berarti akad, sedangkan 
pengertian hubungan seksual itu hanya metaforanya saja. Hujjah (argumentasi) 
                                                          
1Muhammad Amin Suma,  Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan 
Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia, h.377 
2 M. Thahir Maloko, Dinamika Hukum Dalam Perkawianan, Makassar : Alauddin 
Univesity Press, 2012. Hal: 9.  
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atas pendapat ini adalah banyaknya pengertian nikah yang terdapat didalam Al-
Quran maupun hadist sebagai akad. Sebagaimana firman Allah : ‘Sehingga ia 
menikah dengan lelaki lain” yang tidak dimaksudkan dengan hubungan seksual. 
Karena syarat hubungan seksual yang membolehkan seorang suami yang telah 
menceraikan istrinya hanya diterangkan dalam Sunnah Nabi. Dengan demikian, 
maka firman Allah diatas adalah, sehingga ia menjalankan pertalian atau akad. 
Dengan pemahaman lain bahwa dengan akad tersebut, maka boleh pada apa yang 
dilarang. Rasulullah saw sendiri mengatakan bahwa pada hakekatnya itu tidak 
hanya sekedar akad akan tetapi lebih dari itu setelah pelaksanaan akad seorang 
pengantin harus merasakan nikmatnya akad tersebut. Sebagaimana dimungkinkan 
terjadinya proses perceraian setelah dinyatakan akad tersebut.3 
Menurut ulama muta’akhirin, nikah adalah akad yang memberikan faedah 
hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan 
wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas atas bagi 
pemiliknya dan memberikan pemenuhan kewajiban masing-masing. 
Menurut Sayuthi thalib, perkawinan adalah perjanjian suci untuk 
membentuk suatu keluargaantara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. 
Menurut Sayuthi Thalib perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandang, 
yaitu :  
1. Perkawinan Dilihat dari Segi Hukum, perkawinan itu merupakan suatu 
perjanjian, dikatakan demikian karena adanya cara mengadakan ikatan 
lahir telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan dengan 
                                                          
3 M. Thahir Maloko, Dinamika Hukum Dalam Perkawianan,, hal: 11 
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rukun dan syarat tertentu, dan cara mereka memutuskan ikatan 
perjanjian telah diatur, yaitu dengan prosedur thalak, kemungkinan 
fasakh, syiqaq dan sebagainya. 
2. Perkawinan Dilihat dari Segi Sosial, dalam masyarakat setiap bangsa, 
ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang 
berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka 
yang tidak kawin. 
3. Perkawinan Dilihat dari Segi Agama, pandangan perkawinan dari segi 
agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci, kedua 
mempelai dijadikan sebagai suami istri atau saling meminta pasangan 
hidupnya dengan menggunakan nama Allah.4   
Dalam perkawinan seseorang dapat memperoleh ketenangan dan 
kebahagiaan hidup, bahkan antara pasangan tersebut akan terjalin suatu 
kehangatan cinta dan kasih sayang. Selain itu, dengan perkawinan akan tercipta 
sifat kebapaan yang tangguh dalam membela dan mempertahankan keutuhan 
keluarga dengan didampingi sifat keibuan yang lembut dan bijaksana 
mengantarkan anggota keluarga dalam kedamaian dan kebahagiaan. Dengan 
perkawinan pula seseorang akan terpelihara dari perbuatan tercela, sebab pada 
hakekatnya perkawinan merupakan jalan yang sah untuk menyalurkan nafsu 
syahwat sebagai suatu yang bersifat alami yang diciptakan Allah SWT dalam diri 
setiap manusia yang sesungguhnya menuntut penyaluran.5 
                                                          
4 Dr. Mardani, Hukum keluarga Islam di Indonesia, (Cet 1; PT. Fajar Interparatama 
Mandiri : Jakarta : 2016), hal :25. 
5 M. Thahir Maloko, Dinamika Hukum Dalam Perkawianan,, hal : 5 
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Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian. 
Oleh karena itu dalam al-qur’an surah An-nisa [4] ayat 21 dinyatakan : “ Dan 
mereka (isteri-isteri) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. 
Perkawinan adalah perjanjian yang kuat disebut dengan kata “mitsaqan 
ghalizhan”.  
Juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu 
merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya cara mengadakan ikatan telah 
diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat 
tertentu, dan cara menguraikan suatu perjanjian telah diatur yaitu dengan prosedur 
thalak, kemungkinan fasakh, syiqaq dan sebagainya.6 
2. Tujuan Perkawinan 
Pernikahan adalah tujuan syariat yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu 
penataan ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi. Dengan 
pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fiqh, Zakiyah Drajat 
mengemukakan lima tujuan dalam pernikahan, yaitu : 
a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan  
b. Memenuhi hajat manusia 
c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan   
kerusakan.  
d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak 
serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta 
kekayaan yang halal, 
                                                          
6 Dr. Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Cet. 1; Jakarta: PT. Fajar 
Interpratama Mandiri, 2016), hal :25. 
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e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang 
tentram atas dasar cinta dan kasih sayang. 
Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subyek untuk 
membiasakan pengalaman-pengalaman agama. Fungsi keluarga adalah menjadi 
pelaksana pendidikan yang paling menentukan, sebab keluarga salah satu lembaga 
pendidikan informal.  
Pernikahan merupakan salah satu aktivitas individu. Aktifitas individu 
umumnya akan terkait pada suatu tujuan yang ingin  dicapai oleh individu yang 
bersangkutan, demikian pula dalam hal perkawinan. Karena perkawinan 
merupakan suatu aktivitas dari suatu pasangan, maka sudah selayaknya bahwa 
mereka pun juga mempunyai tujuan tertentu.7 
Menurut ajaran agama Islam, tujuan perkawinan adalah membentuk 
keluarga dengan maksud melanjutkan keturunan serta mengusahakan agar dalam 
rumah tangga dapat diciptakan ketenangan yang menjadi dasar kebahagiaan hidup 
dapat diperoleh melalui kesadaran bahwa seseorang dengan ikhlas menunaikan 
kewajibannya kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia. Saling memenuhi 
kewajiban antara suami dan istri dan anggota keluarga dalam rumah tangga 
merupakan salah satu cara membina rumah tangga bahagia. 
Dan karena perkawinan dan tujuan perkawinan sangat erat hubungannya 
dengan agama, maka pendidikan agama merupakan condition sine quo non untuk 
                                                          
7 M. Thahir Maloko, Dinamika Hukum Dalam Perkawianan,, hal : 28-29 
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membentuk keluarga yang bahagia. Sebab sesungguhnya agama membuat hidup 
dan kehidupan manusia menjadi lebih bermakna.8 
Untuk mewujudkan tujuan perkawinan, maka menurut Yahya Harahap, 
maka perlu dilakukan sesuatu yang bersifat “mutual” yakni :  
1. Mutual corporation 
2. Mutual helf 
3. Mutual understanding  
4. Mutual relation 
5. Mutual underdefendency.9 
Sifat mutual ini terdapat dalam : 
a. QS. Al-Baqarah [2]: 187: 
 ُكِئاَسِن َلَِإ ُثَفَّرلا ِماَي ِّصلا َةَل ْ َيل ْمُكَل َّلِحُأ ْم ُه ِل َّن ُكَل ٌساَب ٌساَِبل ْمُت َْنأَو ْم   ْمُكََّنأ ُهَّللا َمِلَع َُّنَلَ
 َفَعَو ْمُكْيَلَع َباَت َف ْمُكَسُف َْنأ َنُوناَتَْتَ ْمُتْنُك َع ا ْمُكْن َنْلَْاف  َب ُغ َت ْباَو َّنُهوُرِشا َّللا َبَتَك اَم او ُه
 َْلا ُمُكَل َ َّيَّ َبَت َي َّتََّح اُوبَرْشاَو اوُلَُكو ْمُكَل ُطْي  َْلا َنِم ُضَي ْب  ِدَوْسَْلا ِطَْيْلا اوُّتِأ َُّثُ ِرْجَفْلا َنِم 
 ْمُت َْنأَو َّنُهوُرِشاَب ُت َلََو ِلْيَّللا َلَِإ َماَي ِّصلا  اَع َنوُفِك َمْلا فِ  ُدوُدُح َكِْلت ِدِجاَس َلََف ِهَّللا   اَهُوبَرْق َت
 َي ْمُهَّلَعَل ِساَّنِلل ِِهتَايآ ُهَّللا ُ ِّيَّ َب ُي َكِلَذَك َّت َنوُق 
Terjemahnya: 
 “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan 





                                                          
8 Prof. H. Mohammad Daud Ali, Hukum islam dan Peradilan Agama, Jakarta: Rajawali 
Press, 1997. Hal: 27.  
9 Dr. Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, hal : 28. 






b. QS. An-Nisaa [4]: 19 
 ُِثرَت ْنَأ ْمُكَل ُّل َِيَ َلَ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأَاي اوا َسِّنلاًهْرَك َءا  َّنُهوُلُضْع َت َلََو  اَم ِضْع َِبب اوُبَهْذَِتل
 َن ِّ ي َبُم ٍةَشِحاَفِب َيَِّتَْأي ْنَأ َّلَِإ َّنُهوُمُتْي َتآ َو ٍة ِشاَع ِب َّنُهوُر َك ْنَِإف ِفوُرْعَمْلا ُمُتِْهر ْنَأ ىَسَع َف َّنُهو
 ًيِثَك ًار ْ يَخ ِهيِف ُهَّللا َلَعَْيََو اًئْيَش اوُهَرْكَتا 
 
Terjemahnya: 
 “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita 
dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak 
mengambil kembali sebagian  dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, 
kecuali mereka mengerjakan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan 
mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka 
bersabarlah)karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah 
menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.11 
 
Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan perkawinan sangat penting 
ditanamkan kepada masing-masing pihak, yaitu suami dan istri, tujuan adalah 
milik bersama dan akan dicapai secara bersama-sama, suami dan istri haruslah 
menuju kearah tujuan tersebut. 
3. Putusnya Perkawinan 
Putusnya  perkawinan disebut juga dengan perceraian, dan perceraian 
adalah merupakan bagian dari pernikahan, karena tidak akan terjadi perceraian 
apabila tidak ada berlangsung sebab pernikahan yang dilakukan oleh pihak 
perempuan maupun laki-laki. Didalam sebuah rumah tangga, antara suami dan 
istri telah sepakat dan berikrar janji untuk hidup dengan beragi dan setia saling 
menjaga, dan bertujaun membangun sebuah rumah tangga yang sakinah 
                                                          




mawaddah dan rohmah, maka tidaklah sebuah harapan itu akan di dapati dengan 
begitu mulus dan ringan, akan tetapi harus didasari atas kerja keras secara 
maksimal dari kedua belah pihak dan dengan sikap yang penuh kedewasaan. 
Sebab tidak dapat di pungkiri dalam sebuah rumah tangga  selalu terbuka pintu-
pintu yang memungkinkan akan terjadi polemik rumah tangga yang tak 
berkesudahan, diamana terkadang hal itu dapat dihantarkan mereka pada suatu 
keputusan atau jalan keluar yang diperbolehkan walaupun sangant dibenci oleh 
Allah SWT.  
Menurut Ulama Mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa thalak 
adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan 
datang dengan lafal yang khusus. 
Menurut mazhab Syafi’I, thalak adalah pelepasan akad nikah dengan lafal 
thalak atau yang semakna dengan itu. 
Menurut mazhab ulama Imam Malik, thalak adalah suatu sifat hukum yang 
menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.12 
Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, 
pasal 38 bahwa Putusnya perkawinan itu disebabkan karena : 
a. Kematian adalah hilangnya nyawa seseorang, jika salah satu vdari 
pasangan suami atau istri mengalami kematian maka secara otomatis 
perkawinannya putus, pihak yang ditinggalkan akan mewarisi harta 
pasangannya. Dalam hal putusnya perkawinan karena kematian jika yang 
                                                          
12 “Pembahasan Lengkap Mengenai Perceraian/Thalak dalam Islam”, Situs Pendidikan 
Agama Islam. http://www.masuk-islam.com. (21 April 2013). 
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meninggal dunia adalah suami maka yang ditinggalkan adalah istri. Istri 
yang ditinggal suami karena kematian dia harus beriddah selama 4 bulan 
10 hari, dan jika istri ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil 
maka istri harus beriddah  sampai kelahiran anaknya.13  
b. Perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan 
suami istri, jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang disebabkan oleh 
pertengkaran yang tidak ada hentinya, atau salah satu pasangan telah 
memilih orang lain untuk dijadikan pasangan barunya, atau suami yang 
tidak melaksanakan kewajibannya sedangkan dia adalah laki-laki yang 
mampu untuk menafkahi istri yang awalnya dipenuhi dengan kasih sayang, 
namun akhirnya berubah menjadi kebencian diantara mereka  
c. Putusan pengadilan adalah perceraian yang terjadi karena putusan dari 
pengadilan dengan alasan tidak diber nafkah, istri merasa terancam baik 
berupa ucapan atau perbuatan suami, terancamnya kehidupan istri karena 
suami tidak berada ditempat, terancam kahidupan istri karena suami 
berada dalam penjara. 14 
Pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mempersulit 
terjdinya sebuah perceraian karena mengingat tujuan dari perkawinan itu sendiri 
adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa. Apabila salah satu pihak mengajukan halnya kepada Pengadilan maka 
majelis hakim akan berusaha sedapat mungkin mendamaikan pihak-pihak yang 
                                                          
 
14 Aulia Muthia, Hukum Islam Dnamika Seputar hukum Keluarga, ( Cet I ; Yogyakarta: 
Pustaka Baru Press,2017) hal; 104. 
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berperkara dengan alasan tersebut diatas. Oleh karena itu alasan-alasan yang 
diajukan ke Pengadilan sebagai dasar untuk melakukan perceraian harus 
dibuktikan.15 
Suami dapat menceraikan istrinya melalui talak artinya melepaskan ikatan 
perkawinan, di Indonesia talak hanya dapat dibenarkan kalau diucapkan atau 
dilakukan didepan pengadilan yang terlebih dahulu harus bisa mendamaikan 
kedua belah pihak yang hendak bercerai. Istri juga dapat mengambil inisiatif 
untuk bercerai dengan suaminya, caranya dengan penebusan. Istilah ini di 
Indonesia dikenal dengan khuluk.16 
4. Istri dan Hak Menerima Nafkah 
Secara harfiah (gramatikal), nafkah artinya belanja. Secara istilah nafkah 
adalah uang atau harta yang dikeluarkan untuk suatu keperluan atau untuk 
membayar suatu kebutuhan yang dinikmati seseorang. Nafkah adalah pemberian 
suami untuk mencukupi segala kebutuhan yang diperlukan istrinya dengan adanya 
syarat-syarat, ikatan-ikatan, batasan-batasan yang ditentukan dan dijelaskan oleh 
syariat Islam. 
Nafkah berarti “belanja”, “kebutuhan pokok” maksudnya kebutuhan pkok 
oleh orang-orang yang membutuhkan, mayoritas ulama berpendapat bahwa yang 
wajib menerima nafkah adalah keluarga dekat yang memerlukan nafkah bukan 
keluarga jauh.  
                                                          
15 Penerbit Cemerlang Jakarta, Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan 
Penjelasannya, hal: 37. 
16Prof. H. Mohammad Daud Ali, Hukum islam dan Peradilan Agama, hal; 104 
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Sebagai istri, suami wajib memberikan nafkah sebagai ketetapan agama. 
Kewajiban ini telah ditetapkan oleh nash-nash yang bermacam-macam dalam Al-
Quran dan as-sunnah sebagaimana telah ditetapkan dengan kesepakatan kaum 
muslimin sejak masa sahabat. Nafkah istri menjadi wajib atas suami karena 
adanya keharusan istri tinggal dirumah dan mengambil alih pekerjaan juga 
pemeliharaan anak. Hak istri atas nafkah tidak akan gugur karena status ekonomi 
istri lebih tinggi daripada suami. Jumhur Ulama mengatakan, bahwa nafkah istri 
adalah tanggungjawab suami, kendati suami miskin dan suami kaya.17 
Sedangkan dalam hadist Nabi saw, menyebutkan bahwa suami wajib 
memberi nafkah kepada istri sebagaimana yang tercantum : 
 :َلَاق ٍرْكَب ُوَبأ اَن َث َّدَح :َلَاق ِءَلََعْلا ُنْب ُد َّمَُمُ َانَر َبْخَأ ِبْهَو ْنَع ،َقاَحْسِإ ُوَبأ اَن َث َّدَح
 :ُلوُق َي َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُللها ىَّلَص ِللها َلوُسَر ُتْع َِسَ ،ٍورْمَع ُنْب ِللها ُدْبَع َلَاق :َلَاق ٍِرباَج ِنْب
« ْنَم َعِّيَضُي ْنَأ ًاْثِْإ ِءْرَمْلِاب ىَفَك  ُلوُع َي                                                    
                                  
Artinya : Dari Abdullah ibn Umar ra, ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda : 
Cukup berdosa orang menyia-nyiakan orang yang wajib diberi makan olehnya 
(HR.Annasa’y) 
 
 ْسِإَو ،َةَبْيَش بَِأ ُنْب ِرْكَب ُوَبأ اَن َث َّدَح :ٍرْكَب ُوَبأ َلَاق ، ٍِتِاَح ْنَع اًعي َِجَ ،َميِهَار ْبِإ ُنْب ُقاَح
 ِِرباَج ىَلَع اَنْلَخَد :َلَاق ،ِهِيَبأ ْنَع ،ٍد َّمَُمُ ِنْب ِرَفْعَج ْنَع ،ُّنَِدَمْلا َليِعَاْسَِإ ُنْب ُِتِاَح اَن َث َّدَح 
 َو ِهْيَلَع ُللها ىَّلَص ِللها ِلوُسَر لاَق َف،ِللها ِدْبَع ِنْب َمَّلَس   َّنُه ُتَوْسَِكو َّنُه ُقِْزر ْمُكْيَلَع َُّنَلََو
 ِفوُرْعَمْلِاب                                                                                 
 
Artinya : Dari Jabir ra., dari Nabi saw. Dari sebuah hadis yang diterangkan 
dengan panjang tentang haji, beliau bersabda tentang istri: Kamu berkewajiban 
                                                          
17 M. Thahir Maloko, Dinamika Hukum Dalam Perkawianan, hal; 116 
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memberikannafkah dan pakaian dengan baik kepada mereka (para wanita). (HR. 
Muslim)18 
 
5. Nafkah Istri Setelah Perceraian 
Para fuqaha berbeda pendapat, ada Fuqaha yang berpendapat bahwa 
nafkah (mut’ah) itu wajib diberikan kepada isteri yang diceraikannya, apabila 
suami telah sempat berhubungan dengannya, baik maharnya telah ditentukan atau 
belum, dan juga kepada isteri yang telah diceraikan sebelum sempat dicampurinya 
apabila maharnya telah ditentukan. Hasan Basri berpendapat bahwa mut’ah itu 
wajib, hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Surat al-Baqarah (2): 241. 
Persolan mut’ah juga dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam antara lain pasal 
158, yang menyatakan Mut’ah wajib diberikan oleh mantan suami dengan syarat:  
a. Belum ditetapkan mahar bagi isteri ba’da dukhul. 
b. Perceraian itu atas kehendak suami.  
Biaya penghidupan juga diatur dalam hukum positif di Indonesia yaitu 
yang berlaku di Pengadilan termuat dalam Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974, 
tentang Perkawinan pasal 41 c, yang berbunyi: Pengadilan dapat mewajibkan 
kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan 
sesuatu kewajiban kepada mantan istri.  
Sedangkan menurut Imam Asy-Syafi’i, diwajibkan untuk setiap isteri yang 
diceraikan, jika putusan perkawinan datang dari pihak suami, fuqaha Dahiri juga 
sependapat dengan hal ini, Imam asy-Syafi’i memberikan pengecualian bagi isteri 
yang telah ditentukan mahar untuknya dan dicerai sebelum digauli, jumhur ulama 
                                                          
18 Ibnu Hajar Al-Asqalani, Kitab Bulughul Maram, terj. Ahmad Narjieh, Terjemahan 
Bhulugul Maram, ( Semarang: Pustaka Nuun, 2014), hal: 319. 
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juga memegangi pendapat ini. Imam Malik berpendapat sebaliknya, hukum 
memberikan mut’ah hanya dianjurkan (mustasab) dan tidak wajib untuk semua 
wanita yang ditalak, sedangkan maskawin belum ditetapkan dan dianjurkan bagi 
wanita yang ditalak dan maskawin telah ditentukan. 
B. Hakim dan Tugasnya 
1. Pengertian Hakim  
Hakim yaitu orang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan 
dakwaan-dakwaan dan persengketaan-persengketaan yang terjadi didalam 
masyarakat karena penguasa sendiri tidak mampu melakukan semua tugas itu. 
Hakim merupakan perpanjangan tangan khalifah melaksanakan tugas-tugas 
peradilan. Karena itu jika khalifah ingin mengankat hakim, hendaknya hakim 
berfikir sungguh-sungguh untuk kepentingan dirinya dan kaum muslimin. Tidak 
boleh hakim melimpahkan wewenangannya kepada seorang kecuali karena sesuai 
dengan ketetapan Allah SWT.19 
Untuk dapat diangkat menjadi hakim, seseorang harus memenuhi syarat-
syarat sebagai hakim. Jika seseorang telah memiliki syarat-syarat untuk diangkat 
menjadi hakim, ia berhak diangkat menjadi hakim dan keputusannya diterapkan. 
Meskipun syarat pengangkatan hakim terdapat perbedaan pendapat diantara para 
fuqaha, tetapi syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut : 
a. Laki-laki, syarat ini menghimpun dua sifat sekaligus, yaitu balig telah dewasa 
dan bukan wanita, tentang syarat baligh telah disepakati ulama keabsahannya, 
sedangkan syarat bukan wanita hanya diperkuat oleh tiga mazhab. 
                                                          
19 ABD. Halim Talli, Peradilan Islam dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Samata: 
Alauddin University Press, 2011, hal: 37. 
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b. Berakal, syarat ini disepakati oleh seluruh fuqahah, dan tidak cukup hanya 
dipandang telah mukallaf (terkena beban atau kewajiban menjalankan 
syariat). Berakal dimaksud adalah benar-benar sehat pikiran, cerdas dan dapat 
memecahkan masalah yang pelik dengan kecerdasannya itu. 
c. Islam, keislaman adalah syarat bolehnya seseorang menjadi saksi, menurut 
mazhab Hanafi, boleh mengangkat qadhi yang bukan muslim untuk 
mengadili masyarakat yang bukan muslim, karena kebolehan orang kafir 
zimmi menjadi saksi atas orang zimmi lainnya. Ibnu Abidin berpendapat, 
bahwa termasuk dalam hal ini orang kafir yang diangkat menjadi qadhi bagi 
kalangan orang zimmi. Adapun pengankatan seorang qadhi non muslim 
untuk kalangan masyarakat muslim, maka hal itu tidak boleh sama sekali 
sebagaimana tidak diperkenankannya saksi non muslim atas muslim. 
d. Adil, disini yaitu benar dalam pembicaraan, dapat dipercaya, menjaga 
kehormatan diri dari segala yang dilarang, jujur baik dalam keadaan marah 
ataupun suka. Karena itu tidak boleh mengangkat qadhi yang fasik. Demikian 
menurut Syafi’I dan jumhur fuqahah. 
e. Berpengetahuan tentang hukum-hukum syariat, ilmuilmu dasar maupun 
cabang-cabangnya, ilmu-ilmu dasar dalam syariat meliputi : 
1.) Mengetahui Kitabullah dengan benar, hingga ia mengetahui hukum-
hukumnya yang nasikh (nash yang menghapus) dan mansuqh (nash 
yang dihapus), ayat-ayat muhkam (tidak membutuhkan penafsiran) 
dan ayat-ayat muthashabi (mengandung banyak penafsiran) ayat 
umum dan khusus. 
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2.) Mengetahui Sunnah Rasulullah yang eksis, ucapan beliau dan 
tindakannya, tehknik penyampaian, mutawatir atau ahad, sahih dan 
tidaknya, dan sebabnya-sebabnya. 
3.) Mengetahui penafsiran para generasi salaf dalam kesepakatan mereka 
dan ketidaksepakatannya, agar ia bisa berhujjah dengan ijma’ mereka 
dan berijtihad dengan pendapatnya sendiri dalam masalah-
masalahnya yang mereka perselisihkan. 
4.) Mengetahui qiyash yang mengharuskannya mengembalikan maslah-
masalah(cabang-cabang) yang tidak disebutkan dalam nash, hingga ia 
mendapatka jalan untuk mengetahui ilmu tentang kasus-kasus actual 
dan membedakan antara yang benar dengan yang batil. 
f. Sehat pendengaran, penglihatan dan ucapan, dengan pendengaran dan 
penglihatan yang sehat, seorang hakim dapat menetapkan hak karena ia dapat 
menyingkap rahasia persengketaan. Membedakan antara penggugat dan 
tergugat, penuntut dan terdakwa, mengetahui pihak yang mengaku dengan 
pihak menolak, dan mengenali pihak yang benar dan yang salah. Sehat 
ucapan berarti dapat menyampaikan putusan dengan ucapan, sebaliknya bila 
ia bisu, maka ia hanya bisa memberikan isyarat, sementara tidak semua orang 
paham dengan isyarat-isyarat itu.20 
2. Tugas Hakim  
Tugas-tugas hakim meliputi 10 hal berikut ini : 
                                                          
20 ABD. Halim Talli, Peradilan Islam dalam Sistem Peradilan di Indonesia, hal: 47-53. 
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1. Memutus perkara dua orang yang sedang bersengketa, baik melalui 
cara damai (ishlah) maupun dengan cara memaksa mereka mematuhi 
hukum yang ditetapkan. 
2. Memerangi orang zalim yang merampas hak orang lain. Menolong 
orang-orang yang terzalimi dan memberikan haknya secara tepat.  
3. Menegakkan hudud  dan memperjuangkan hak-hak Allah. 
4. Mengurusi masalah pembunuhan dan pertengkaran hingga 
menimbulkan luka-luka. 
5. Mengurusi harta anak yatim, orang gila hingga mneteapkan orang-
orang yang harus mengurusi nya suapaya harta mereka terjaga. 
6. Mengurusi harta wakaf. 
7. Melaksanakana wasiat. 
8. Mengakadnikahkan wanita yang tidak memiliki wali atau walinya 
tidak mau menikahkannya. 
9. Memerhatikan fasilitas-fasilitas umum seperti jalan dan lain 
sebagainya. 
10. Amar makruf dan nahi mungkar, baik dengan ucapan  maupun 
tindakan.21 
Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman 
mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili sedta 
menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum 
                                                          
21 Prof. dr. Wahbah Az-Zuhaili, Fiqhi Islam Wa Adillatuhu,  vol. 8 (Jakarta;Gema Insani, 
2007). Hal :111. 
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dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum 
Republik Indonesia (pasal 1 dan 2 UU RI no.14 tahun 1970). 
Hakim Peradilan Agama mempunyai tugas untuk menegakan hukum 
perdata Islam yang menjadi wewenangnya dengan cara-cara yang diatur dalam 
hukum acara Peradilan Agama. Tugas-tugas pokok hakim di Pengadilan Agama 
dapat dirinci sebagai berikut : 
a. Membantu pencari keadilan (pasal 5 ayat (2) UU RI no. 14/1970) 
b. Mengatasi segala hambatan dan rintangan (pasal 5 (2) UU RI no.14/1970) 
c. Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa (pasal 15 ayat (2) UU RI 
no.14/ 1970) 
d. Memimpin persidangan (pasal 15 ayat (2) UU RI no.14/ 1970) 
e. Memeriksa dan mengadili perkara (pasal 2 ayat (1) UU RI no.14/ 1970) 
f. Meminutir berkas perkara (pasal 184 ayat (3), pasal 186 ayat (2) HIR) 
g. Mengawasi pelaksanaan putusan (pasal 33 ayat (2) UU RI no.14/1970) 
h. Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan (pasal 27 ayat (1) UU 
RI no.14/ 1970) 
i. Menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat (pasal 27 ayat (1) 
UU RI no.14/ 1970) 
j. Mengawasi penasehat hukum.22 
3. Kemampuan Berijtihad hakim 
Kata ijtihad berasal dari kata jahadah yang berarti “mencurahkan segala 
kemampuan” atau “menanggung beban”. Karena itu, ijtihad menurut ahli Bahasa 
                                                          
22 H. A. Mukti Arto, SH, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2005. Hal: 29-30. 
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ialah usaha yang optimal dan menanggung beban berat. Maka jika disederhanakan 
perumusannya, ijtihad bermakna kerja keras dengan sungguh-sunggu. Dengan 
demikian setiap pekerjaan yang dilakukan dengan maksimal serta mengerahkan 
segenap kekuatan yang ada, dinamakan ijtihad dan pelakunya disebut mujtahid.23 
Dalam metode penemuan hukum oleh hakim, dapatlah digunakan metode 
ijtihad dengan cara menggali hukum Islam dari nash, baik dari ayat-ayat Al-Quran 
maupun As-Sunnah yang memerlukan perenungan yang mendalam, mengingat 
lafald (perkataan) bersifat dzonni (belum pasti). Karena sifatnya belum pasti, 
sangat mungkin berbeda diantara para ulama.24 
Selain itu hakim juga memiliki kewenangan ex ovisio yakni hakim boleh 
menjatuhkan suatu putusan sekalipun putusan tersebut tidak ada dalam gugatan, 
dengan melihat keadaan penggugat dan tergugat terlebih dahulu.  
C. Dasar Hukum 
Sebagaimana dalam perkawinan yang memuat hak dan kewajiban antara 
suami dan isteri, demikian juga jika terjadi perceraian maka ada akibat hukum 
darinya. Hal ini untuk menjaga adanya keseimbangan dan keadilan, sebab ketika 
mereka  pertama kali melangsungkan perkawinan sehingga ketika berpisah pun 
juga harus secara baik-baik.  
Salah satu tujuan dibuat Undang-Undang adalah untuk melindungi hak-
hak isteri (wanita) sebab terjadinya perceraian yang tentunya merupakan peristiwa 
                                                          
23 Dr. Muhammad Shuhufi, Ijtihad dan Fleksibilitas Hukum Islam, Samata:Alauddin 
University Press: 2012. Hal: 12. 
24 Dr. Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum yang 
Pasti dan Berkeadilan), Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2015. Hal: 154. 
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yang menyakitkan bagi wanita seharusnya tidak lagi membawa penderitaan terlalu 
dalam, jika ia mendapatkan haknya yang seharusnya ia dapat. 
Dengan adanya Undang-undang tersebut diharapkan, salah satunya adalah 
hak-hak isteri dapat terlindungi, hal ini tentunya merupakan unsur penunjang yang 
secara yuridis sangat kuat landasannya, karena di dalamnya memuat hak-hak yang 
dapat diterima oleh isteri sebagai akibat dari peceraian. Hak-hak tersebut di 
antaranya: 
1.        Hak pemeliharaan anak 
Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab X 
pasal 45, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka 
sebaik-baiknya. Bagi anak yang masih dibawah umur biasanya hak perwalian dan 
pemeliharaan diberikan langsung kepada ibunya. Seperti yang diatur dalam 
Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 pasal 105, yang menyatakan: bahwa dalam 
hal terjadi perceraian: 
a.   Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun 
adalah hak ibunya. 
b.   Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk 
memilih diantara ayahnya atau ibunya sebagai pemegang hak 
pemeliharaannya. 
Di samping itu, Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan pasal 50 juga menetapkan : 
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   1.)      Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah 
melangsungkan perkawinan, yang tiada dibawah kekuasaan orang tua, berada 
dibawah kekuasaan wali. 
2.)      Perkawinan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun 
harta bendanya.  
Pada dasarnya baik ibu maupun bapak mempunyai hak yang sama untuk 
menjadi wali dari anak-anaknya berdasarkan keputusan pengadilan. Namun, hak 
perwalian dapat dicabut oleh pengadilan jika mereka (baik ibu atau bapak) lalai 
atau tidak mampu menjalankan perwalian tersebut. 
2.      Hak mendapatkan nafkah 
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak secara 
spesifik mengatur tentang hak nafkah bagi mantan isteri yang telah dicerai. Pasal 
41 c dalam  Undang-Undang tersebut menjelaskan: “pengadilan dapat 
mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan penghidupan dan atau 
menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya”.  
            Namun untuk yang beragama Islam dan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
memang ada ketentuan mengenai hal itu, yakni untuk yang beragama Islam diatur 
dalam Kompilasi Hukum Islam, sedang untuk Pegawai Negeri Sipil diatur dalam 
Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 
1990. 
Berkaitan dengan hak-hak mantan isteri, Kompilasi Hukum Islam (KHI) 




a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang 
atau benda, kecuali bekas isteri tersebut Qabla ad dukhul. 
b. Memberikan nafkah, maskan  (tempat tinggal)  dan kiswah (pakaian) 
kepada bekas isteri selama masa ‘iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi 
talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. 
c. Melunasi mahar yang masih tehutang seluruhnya, atau separo bila qabla 
ad dukhul. 
d. Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 
umur 21 tahun. 
Sedangkan untuk pembagian harta bersama, nafkah untuk istri yang dicerai 
mati terdapat dalam KHI Pasal 96 ayat 1 adalah : “Apabila terjadi cerai, maka 
separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama” 
Sedangkan yang berpisah karena perceraian pembagian harta bersama 
dapat ditempuh melalui putusan pengadilan agama atau melalui musyawarah, ini 
boleh saja salah satu pihak mendapat persentase lebih besar ataupun lebih kecil 
dari yang lain, tergantung dari kesepakatan dan tanpa adanya unsur 
keterpaksaan.25   
Agama Islam memberikan ketentuan sebagai berikut:  
a)        Perempuan dalam masa ‘iddah raj'iyyah berhak menerima dari mantan 
suaminya berupa tempat tinggal, pakaian dan nafkah, kecuali isteri yang 
durhaka tidak berhak mendapatkan apa-apa.  
                                                          
25 Aulia Muthia,  Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga ( Cet I;Yogyakarta: 
Pustaka Baru Press, 2017), hal : 139. 
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b).    Perempuan dalam ‘iddah ba'in kalau mengandung maka ia berhak 
mengambil kediaman, nafkah dan pakaian. Namun jika tidak mengandung, 
ia hanya berhak mendapatkan tempat tinggal. Sesuai dengan Firman Allah 
SWT dalam surat at-Talaq (65): 6.  
     c).      Wanita yang diceraikan sebelum dikumpuli maka ia berhak mendapatkan 
mut'ah (pemberian) sesuai dengan kemampuan suami untuk menyenangkan 
dirinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, dalam Surat al-Ahzab 
(33): 49.26 
 Dari pasal-pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang wanita 
yang telah dicerai masih berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya 
tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada pasal-pasal 
tersebut. 
 
                                                          
26 Syamsul,”Pemberian Nafkah Bagi Mantan Istri Menurut Agama Islam”, Blog 
Syamsuljosh. http:/syamsuljosh.Blogspot.co.id/2012/6/6/Pemberian Nafkah Bagi Mantan Istri. 
Html (20 Juni 2016). 
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        BAB III 
  METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian  
Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau kualitatif yang bersifat 
empiris (sosiologis) dimana peneliti akan meneliti tentang fakta-fakta yuridis 
mengenai perlindungan hukum terhadap istri melalui putusan pengadilan serta 
bagaimana penerapan kewenagan ex ovisio hakim di wilayah hukum Pengadilan 
Agama Sungguminasa Kelas 1 B. 
2.        Lokasi Penelitian  
Penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah Pengadilan Agama 
Sungguminasa tepatnya di jalan Syek Yusuf Gowa Propinsi Sulawesi Selatan, 
adapun dasar pertimbangan dipilihnya lokasi ini adalah sebagai berikut : 
a) Banyak perkara cerai gugat maupun thalak di Pengadilan Agama 
Sungguminasa yang dalam putusannya menggunakan kewenangan ex 
offisio hakim yakni memberikan perlindungan atau bantuan kepada istri 
setelah perceraian sehingga penulis tertarik untuk meneliti kenapa hal 
tersebut terjadi 
b) Pengadilan Agama Sungguminasa tidak hanya menggunakan kewenangan 
ex offisio dalam putusannya tetapi juga melakukan penemuan hukum. Tetapi 
juga memiliki jumlah perkara cerai gugat dan cerai talak yang masuk dan 























































































































B. Pendekatan Penelitian  
Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau kualitatif yang bersifat 
empiris (sosiologis) dimana peneliti akan meneliti tentang fakta-fakta yuridis 
mengenai perlindungan hukum terhadap istri melalui putusan pengadilan serta 
bagaimana penerapan kewenagan ex ovisio hakim di wilayah hukum Pengadilan 
Agama Sungguminasa Kelas 1 B.  
C. Sumber data 
Sumber data yang akan dilakukan dengan penelitian ini adalah data primer 
dan data sekunder 
a. Data Primer  
Pengambilan data primer dilakukan dengan penelitian secara empiris yang 
di peroleh secara langsung dari para Informant yang tepilih, cara yang digunakan 
untuk memperoleh data dilakukan melalui wawancara langsung dengan Informan. 
b. Data sekunder 
Data sekunder adalah keseluruhan data yang bersumber dari buku-buku, 
peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti : 
a) Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 
b) Undang-Undang RI nomor 50 Tahun 2009, (Perubahan kedua atas 
Undang-Undang RI no.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama). 








c. Data tersier  
Sumber data tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, 
dan lain-lain. 
D. Metode Pengumpulan Data  
Untuk melakukan penelitian diperlukan data yang mencangkup, 
pengumpulan data tersebut harus dengan teknik tertentu, agar data tersebut benar-
benar sesuai dengan fakta. Di dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang 
penulis pergunakan adalah sebagai berikut: 
a. Penelitian lapangan  
Yaitu dengan menggunakan penelitian ke lapangan, dalam hal ini penulis 
langsung mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B 
dengan teknik wawancara terhadap hakim yang pernah menangani kasus yang 
dalam putusannya memberikan perlindungan dan bantuan hukum terhadap istri 
pasca perceraian, kemudian mengumpulkan Populasi dan Sampel atau data-data 
terkait di Pengadilan Agama Kelas Sungguminasa 1B. 
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 
ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan 
diteliti dan jika peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari kasus 
yang ada. Dengan demikian wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang “Open 






mengarah pada pedalaman informasi serta dilakukan tidak secara formal 
terstruktur. 
b. Penelitian Pustaka  
Yaitu teknik mengumpulkan data sekunder yang dilakukan melalui 
dokumen-dokumen, buku-buku, Peraturan Perundang-undangan, dan bahan 
lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan 
skripsi ini. 
c. Dokumentasi 
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam 
bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang monumental. Dokumen yang 
berbentuk tulisan seperti Akte, peraturan, kebijakan, dan lain-lain. Dokumen yang 
berbentuk gambar seperti foto, video dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan 
data dengan dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 
wawancara dalam penelitian kualitatif. Adapun dokumen yang akan diteliti adalah 
dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan perceraian, seperti buku register 
perkara, akta cerai/putusan pengadilan, laporan bulanan, dan lain sebagainya. 
E. Instrumen Penelitian  
Instrument Penelitian adalah suatu alat yang mengukur fenomena alat 
maupun sosial yang diamati. Adapun isstrument yang peneliti gunakan dalam 






1. Pedoman wawancara yaitu alat yang digunakan dalam wawancara 
yang yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan 
yang berupa pertanyaan. 
2. Alat tulis dan buku catatan, berfungsi untuk mencatat semua 
percakapan dengan sumber data 
3. Alat Perekam yaitu alat yang digunakan untuk menyimpan perkataan 
dari informan yang dianggap penting. 
F. Teknik Analisis  
Analisis data merupakan faktor yang penting dalam suatu penelitian karena 
akan menjawab semua persoalan yang timbul dari pokok permasalahan yang ada. 
Analisis data dapat dilakukan setelah semua data terkumpul dalam penulisan ilmiah 
ini, penulis menggunakan analisis deskrtiptif kualitatif, yaitu suatu analisi yang 
dihasilkan dari data deskriftif analisis yang ditanggapi oleh responden secara lisan 







A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966, 
tanggal 3 Desember 1966, maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah 
Sungguminasa secara resmi dibentuk dan menjalankan tugas-tugas peradilan 
sebagaimana yang ditentukan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 
1957.1 
Kewenangan Pengadilan Agama saat itu adalah meliputi perkara-perkara  
yang dijelaskan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 yang menjelaskan bahwa 
Pengadilan Agama bertugas memeriksa dan memutuskan perselisihan antara 
suami-isteri yang beragama Islam, dan perkara yang menurut hukum yang hidup 
diputus menurut hukum agama Islam, yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, 
fasakh, nafkah, maskawin, tempat kediaman (maskan), mut’ah, dan sebagainya, 
hadlanah, perkara waris-malwaris, wakaf, hibah, shadaqah, baitulmal, dan lain-lain 
yang berhubungan dengan itu. Demikian juga memutuskan perkara perceraian dan 
mengesahkan bahwa syarat ta’lik sudah berlaku. 
Dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa pada hakikatnya isi dan 
wewenang Pengadilan Agama Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 sama 
dengan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1957 sebagaimana yang telah 
dijelaskan di atas, sehingga adanya pencabutan peraturan  sebelumnya, akan tetapi, 
                                                          
1 Sumber Data : Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa 
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pembentukan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 ini diharapkan dapat 
berlaku secara efektif dan integratif, dengan pembentukan Pengadilan Agama yang 
semakin meluas di seluruh penjuru wilayah di Indonesia dapat menyelesaikan 
masalah-masalah yang tidak hanya di Aceh saja, tetapi menyelesaikan masalah-
masalah di daerah lainnya. 
Selanjutnya dalam keberadaannya, Peradilan Agama merupakan proses 
pemberian keadilan berdasarka hukum Islam kepada orang-orang Islam yang di 
lakukan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Keberadaan 
Peradilan Agama, dalam sistem peradilan nasional Indonesia, merupakan salah satu 
pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. 
Gedung Pengadilan Agama Sungguminasa pertama kali beralamat di Jalan 
Andi Mallombassang No. 57 Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, 
Kabupaten Gowa, dan gedung baru Pengadilan Agama Sungguminasa sejak tahun 
2009 beralamat di Jalan Masjid Raya No. 25, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan 
Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang sudah sesuai dengan prototype dari 
Mahkamah Agung RI. Adapun gambaran umum tentang Pengadilan Agama 
Sungguminasa adalah sebagai berikut:2 
1. Kondisi Geografis 
Letak astronomi gedung kantor Pengadilan Agama Sungguminasa adalah 
5°11'55.6" LS - 119°27'11.3" BT dengan ketinggian daerah/attitude berada pada 25 
                                                          
2 Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa 
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meter di atas permukaan laut. Batas-batas gedung kantor (Kec. Somba Opu) adalah 
sebagai berikut: 
a. Utara: Kota Makassar 
b. Selatan: Kecamatan Pallangga dan Kecamatan Bontomarannu 
c. Timur: Kecamatan Pattalassang 
d. Barat: Kecamatan Pallangga 
 
2. Kondisi Demografis  
Jumlah penduduk kabupaten gowa pada akhir tahun 2012 sebanyak 617.317 
jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 328 jiwa/km2, klasifikasinya 
sebagai berikut:3 
a. Laki-laki: 305.202 jiwa (49,4%) 
                                                          
3 Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa 
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b. Perempuan: 312.115 jiwa (50.6%) 
3. Visi dan Misi 
a. Visi Pengadilan Agama Sungguminasa adalah “mewujudkan lembaga yang 
memberikan jaminan kepastian bagi penyelenggara peradilan dan pelayanan”. 
b. Misinya adalah “terwujudnya standar operasional dalam penyelenggara 
persidangan dan pelayanan, menjadikan lembaga peradilan yang mampu 
dijangkau oleh masyarakat, meningkatkan kinerja peradilan berbasis teknologi 
informasi dan mewujudkan pengelolaan anggaran berbasis kinerja”4 
Untuk mencapai visi mewujudkan lembaga yang memberikan jaminan 
kepastian bagi penyelenggara peradilan dan pelayanan, Pengadilan Agama 
Sungguminasa melakukan berbagai program pembenahan, peningkatan serta 
perwujudan yang menyentuhseluruh bidang stakeholder terkait, dan 
berupayamemperkuat supporting unit yang ada dan keseluruhannya tertuju pada 
pelayanan pencari keadilan. Secara internal, dalam rangka melaksanakan kegiatan 
tersebut diatas, maka seluruh aparatur Pengadilan Agama Sungguminasa akan 
berusaha secara optimal untuk menggapai capaian yang signifikan atas kegiatan 
dimaksud. Terkait hal tersebut, Pengadilan Agama Sungguminasa akan bertumpu 
pada beberapa tenaga SDM yang tersedia dan siap pakai sebagai supporting unit.  
Sedangkan secara elsternal, selain keberadaan (pro-aktif) masyarakat yang 
tidak bias lepas dari pencapaian visi-misi, maka pelayanan terhadap stakeholder 
                                                          
4 Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa 
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terkait (baik vertikal maupun horizontal ) menjadi factor terpenting sebagai bagian 
dari proses mewujudkan visi dan misi PA Sungguminasa 2016, khususnya para 
masyarakat pencari keadilan dan entitas lawyer. Program manajemen peradilan 
yang secara langsung berkaitan dengan masyarakat diantaranya pelaksanaan siding 
keliling, pembebasan biaya perkara dan pos bantuan hukum.5 
4. Tugas Pokok dan Fungsi 
a. Tugas Pokok 
Pengadilan Agama Sungguminasa melaksanakan tugasnya sesuai 
dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 
Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang 
Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara 
tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, 
waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shodaqoh, ekonomi Syari’ah. 
b. Fungsi 
Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama mempunyai 
fungsi, antara lain sebagai berikut : 
1) Fungsi mengadili (judicial power) 
Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-
perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat 
pertama. 
2) Fungsi pembinaan 
                                                          
5 Rencana Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Agama Sungguminasa (Perencanaan 
Anggaran dan Kegiatan), (Januari 2016), hal: 3-4. 
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Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat 
struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut 
teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi 
umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.  
3) Fungsi pengawasan 
Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan 
tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan 
Jurusita / Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan 
diselenggarakan dengan seksama dan sewajaranya (vide : Pasal 53 
ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap 
pelaksanaan administarsi umum kesekretariatan serta pembangunan.  
4) Fungsi nasehat 
Memberikan pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi 
pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.  
5) Fungsi administratif 
Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), 
dan administratsi umum (kepegawaian, keuangan, dan 
umum/perlengkapan).  
6) Fungsi lainnya : 
- Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat 
dengan instansi lain yang terkait.seperti DEPAG, MUI,Ormas 
Islam dan lain-lain. 
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- Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penilitian dan 
sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi 
masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi 
peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah 
Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan 
Informasi di Pengadilan. 
5. Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB 
Pada mulanya Kabupaten Gowa adalah sebuah Kerajaan di Sulawesi 
Selatan yang turun temurun diperintah oleh seorang Kepala pemerintah disebut 
“Somba” atau “Raja”. Daerah TK. II Gowa pada hakikatnya mulai terbentuk sejak 
beralihnya pemerintah Kabupaten Gowa menjadi Daerah TK. II yang didasari oleh 
terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK. 
II, Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, yang diperkuat Undang–Undang Nomor 
2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK. II di Sulawesi (Tambahan 
Lembaran Negara RI No. 1822). 
Kepala Daerah TK. II Gowa yang pertama “Andi Ijo Dg Mattawang 
Karaeng Lalowang “yang juga disebut nama Sultan Muhammad Abdul Kadir 
Aididdin Tumenanga Rijongaya, dan merupakan Raja Gowa yang terakhir (Raja 
Gowa ke XXXVI). Somba sebagai Kepala pemerintah Kabupaten Gowa 
didampingi oleh seorang pejabat di bidang agama Islam yang disebut “kadi” 
(Qadli). Meskipun demikian tidak semua Somba yang pernah menjadi Raja Gowa 
didampingi oleh seorang Qadli, hanya ketika agama Islam mulai menyebar secara 
merata dianut oleh seluruh rakyat kerajaan Gowa sampai ke pelosok-pelosok desa, 
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yaitu sekitar tahun 1857 M. Qadli pertama yang diangkat oleh Raja Gowa bernama 
Qadli Muhammad Iskin. Qadli pada waktu itu berfungsi sebagai penasehat 
Kerajaan atau Hakim Agama yang bertugas memeriksa dan memutus perkara-
perkara di bidang agama, demikian secara turun temurun mulai diperkirakan tahun 
1857 sampai dengan Qadli yang keempat tahun 1956.6 
6. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB 
a. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 
Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 terbentuklah 
Kepala Jawatan Agama Kabupaten Gowa secara resmi, maka tugas dan wewenang 
Qadli secara otomatis diambil oleh Jawatan Agama. Jadi Qadli yang kelima, setelah 
tahun 1956, diangkat oleh Depertemen Agama RI sebagai Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Somba Opu (sekaligus oleh Qadli) yang tugasnya hanya sebagai do’a 
dan imam pada shalat I’ed. 
b. Keputusan Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966 
Berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966 tanggal 3 
Desember 1966, maka Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa 
secara resmi dibentuk dan menjalankan tugas-tugas peradilan sebagaimana yang 
ditentukan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957. Peresmian 
Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa ialah pada tanggal 29 Mei 
1967. Sejak tanggal 29 Mei 1967 tersebut dapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syariah K.H.Muh. Saleh Thaha (1967 s/d 1976) Pengadilan 
                                                          
6 Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa 
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Agama/Mahkamah Syariah Sungguminasa menjalankan kekuasaan kehakiman di 
bidang Agama membawahi 18 Kecamatan yang terdiri dari 46 Kelurahan dan 123 
Desa. Dan berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung nomor 
37/KMA/SK/II/2017, maka diangkatlah Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas II 
menjadi Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB pada tanggal 09 Februari 
2017.7 
9. Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa dari tahun ke tahun: 
a. K.H. Muh. Saleh Thaha, (1966-1976) 
b. K.H. Drs. Muh. Ya’la Thahir, (1976-1982)  
c. K.H. Muh. Syahid, (1982-1984)  
d. Drs. Andi Syamsu Alam, S.H, (1984-1992)  
e. K.H. Muh. Alwi Aly (Tidak Aktif), (   -   )  
f. Drs. Andi Syaiful Islam Thahir, (1992-1995)  
g. Drs. Muh. As’ad Sanusi, S.H., (1995-1998)  
h. Dra. Hj. Rahmah Umar, (1998-2003)  
i. Drs. Anwar Rahman, (4 Peb s/d Sep 2004)  
j. Drs. Kheril R, M.H. (4 Okt s/d 14 Des 2007)  
k. Drs. H.M. Alwi Thaha, S.H., M.H.  (14 Des 2007 s/d 2012)  
l. Drs. H. Hasanuddin, M.H. (2012 s/d 2015) 
m. Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. (2015 s/d 2017)  
n. Drs. Ahmad Nur, M.H. (2017 s/d Sekarang)  
                                                          
7 Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa 
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B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Istri Melalui Putusan Pengadilan 
di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB 
Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38 
yang juga didukung oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 menyatakan bahwa 
“Perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian, dan atas putusan 
Pengadilan” .Selanjutnya dalam tulisan ini yang penulis akan bahas yaitu putusnya 
perkawinan karena perceraian, dalam islam dikenal dua jenis perceraian yaitu cerai 
gugat dan cerai thalak.  
Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 117 cerai thalak adalah ikrar suami 
dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya 
perkawinan, dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 129,130,131. 
Selanjutnya dalam pasal pasal berikutnya dijelaskan tentang macam-macam thalak 
yaitu : 
1. Thalak raj’I adalah thalak kesatu atau kedua, dimana suami berhak 
rujuk selama istri dalam masa iddah. 
2. Thalak ba’in sugrhaa adalah thalak yang tidak boleh dirujuk tapi 
boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam 
masa iddah. 
3. Thalak ba’in kubra adalah thalak yang terjadi untuk ketiga kalinya. 
Thalak ini tidak dapat dirujuk atau dinikahkan kembali, kecuali 
apabila pernikahan tersebut dilakukan setelah bekas istri menikah 
dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba’da dukhul dan 
habis masa iddahnya. 
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4. Thalak sunni adalah thalak yang dijatuhkan terhadap istri yang 
sedang suci dan tidak dicampuri dalam masa suci tersebut. 
5. Thalak bid’I adalah thalak yang dilarang, yaitu thalak yang 
dujatuhkan dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi 
sudah dicampuri dalam masa sucinya tersebut. 
Kesemuanya diatas disebutkan dalam pasal 118 hingga pasal 122 Kompilasi 
Hukum Islam.  
Ulama berbeda pendapat tentang hukium melakukan talak. Menurut 
pendapat yang paling shahih (mazhab Hanafi dan Hambali), bahwa talak itu 
hukumnya dilarang, kecuali darurat. 
Menurut mazhab Hambali, bahwa hukum thalak itu bisa menjadi wajib, 
haram, mubah, dan Sunnah. Thalak hukumnya wajib jika terjadi perselisihan yang 
terus menerus antara suami-istri dan tidak bisa didamaikan. Thalak hukumnya 
menjadi haram, yaitu thalak yang tidak mempunyai alasan, thalak seperti itu tidak 
ada kemaslahatannya, baik bagi istrinya maupun anak-anaknya. Thalak hukumnya 
mubah, jika adanya kebutuhan, misalnya istrinya memiliki kebiasaan buruk yang 
tidak bisa disembuhka, tidak menjalakan ajaran agama, misalnya tidak menjalankan 
shalat padahal sudah dinasehati.  
Jika sudah terjadi thalak maka sesuai Undang-Undang No.1 tentang 
Perkawinan Pasal 11 yang mengatur tentang waktu tunggu menyatakan bahwa : (1) 
Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, (2) 
Tenggang waktu jangka tunggu tersebut  akan diatur dalam Peraturan Pemerintah 
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lebih lanjut. Dalam PP No.9 tahun 1975, telah dijelaskan tentang masa tunggu yaitu 
pada Pasal 39 menyatakan bahwa : 
(1) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :  
a. Apabila perkawinan putus karena kematian, tenggang waktu ditetapkan 
130 hari.  
b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang 
masih berdatang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari 
dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari; 
(2) tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinannya karena 
perceraian sedang antara janda dengan bekas suaminya belum pernah terjadi 
hubungan kelamin. 
(3) bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu 
dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum 
tetap, sadang bagi perrkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu 
tunggu dihitung sejak kematian suami.  
Sedangkan cerai gugat adalah cerai yang dilayangkan oleh istri atau dengan 
kata lain gugatan perceraian diajukan oleh istri pada Pengadilan Agama, dan 
gugatan dapat diterima apabila tergugat tidak mau lagi atau menunjukkan tidak 
ingin kembali ke rumah kediaman bersama. 
Pada zaman seperti sekarang ini, banyak istri yang mengajukan gugatan 
cerai kepada suaminya apakah karena alasan ekonomi,tidak adanya kabar dari 
suami untuk waktu yang cukup lama, hingga adanya orang ketiga dan lain-lain. 
Yang akan penulis uraian pada tulisan ini adalah hak-hak istri setelah terjadinya 
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perceraian, karena keadaan dilapangan memang menunjukkan banyak kasus 
perceraian terjadi yang banyak merugikan pihak istri setelah perceraian apakah 
perceraian tersebut karena thalak atau cerai gugat. 
Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Agama yang menangani dan memutus 
perkara tersebut, apakah dalam putusannya memberikan perlindungan kepada 
pihak-pihak yang dirugikan atau akan dirugikan dalam perceraian tersebut, 
khususnya kepada istri-istri yang tidak tahu bahwa dirinya masih memiliki hak-hak 
setelah perceraian terjadi yang diberikan oleh hakim melaui putusan pengadilan. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Agama 
Sungguminasa menyatakan bahwa bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap 
istri yang diberikan melalui putusan pengadilan adalah sebagai berikut : 
1. Nafkah Lampau adalah kewajiban suami selama masa pernikahan untuk 
membiayai dan memenuhi kebutuhan sehari-hari istri yang tidak dipenuhi 
suami, dan nafkah lampau merupakan kewajiban yang terhutang.8 
Yang menjadikan istri dan anak-anaknya terlantar  salah satunya adalah 
akibat tidak adanya tanggung jawab suami  sebagai kepala keluarga, termasuk 
kewajiban suami yang harus dipenuhinya adalah memberikan nafkah kepada istri 
dan anak  atau anak-anaknya, hal ini sejalan dengan pendapat ulama’ fiqh dalam 
kitab Al Muhadzdzab juz II halaman  164  disebutkan :  
ي لمو ةقفنلا بجولما ينكمتلا دجو اذاوةدم تضم تيح قفن   في انيد ةقفنلا تر اص
هتمض  قسي لاو نمزلا يضيم ط–  
 
                                                          
8 Hasil wawancara dengan Uteng Thahir, S.H, M.H, hakim PA Sungguminasa ( tanggal 
10 Oktober 2016) 
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Artinya  : Apabila istri taat maka wajiblah suami memberi nafkah  dan jika suami 
tidak memberinya hingga lewat waktu, maka nafkah tersebut menjadi hutang 
suami karena tanggungannya dan tidak gugur hutang tersebut dengan lewatnya 
waktu. 
 
 Dalam kitab I’anatut Thalibin halaman 85 disebutkan : 
ااف وا ةقفنل ةوسكلا  عيملجام  ىضمنم ةدلما كلتنيد اله  هيلع الاانه قحسا كلذ 
 فىهتمذ                                                                                     
 
Artinya :     Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus  dilunasi 
walaupun sudah lampau masanya. 
 
 لع اله اقح هتجوز جوزلا عنم ول وت ىضاقلا وا ةمذلا ةقفنو مسقك هي اذا هتيف
هتبلط                                                                                     
 
Artinya  : Apabila suami mencegah pada istrinya untuk memperoleh haknya istri 
yang wajib dipenuhi oleh suami seperti giliran dan nafkah, maka wajib bagi hakim 
untuk menyuruh memenuhinya bilamana istri menuntutnya. 
 
Sesuai pula dengan  pasal 41 huruf   (c )  UU. No.1 tahun 1974 jo. Pasal 149 
dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam  serta dalil dalam kitab Al Muhadzadzab juz 
II halaman 164 yang menyebutkan : 
جر اقلاط لوخدلا دعب هتاارما قلط اذافنلاو نيكسلا اله بجو ايعفي ةق   ةدعلا  
 
Artinya :   Apabila suami mencerai istrinya yang telah disetubuhi dengan talak raj’i 
maka ia harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah. 
 
Dalam kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 214 menyebutkan : 




Artinya : Bagi istri yang diceraikan telah disetubuhi baik talak bain maupun raj’i 
harus   diberi nafkah.9 
 
2. Nafkah Iddah adalah nafkah yang wajib diberikan kepada istri yang ditalak 
dan nafkah ini berlangsung selama 3-12 bulan tergantung kondisi haid istri 
yang dicerai.10 
Pengadilan Agama berdasarkan pada undang-undang No. 1 tahun 1974 
pasal 41 bahwa hakim Pengadilan Agama dapat menetapkan kepada mantan suami 
untuk memberikan hak istri pada masa iddah. Jadi berdasarkan undang-undang 
Perkawinan dalam pasal 41 ayat (c) Undang-undang No. 1 tahun 1974 menjelaskan 
bahwa Pengadilan Agama dapat memutuskan bahwa suami wajib memberikan 
biaya penghidupan pada masa iddah bekas istri. Sedangkan apabila terjadi 
perselisihan pendapat antara suami dan istri mengenai besar kecil jumlah nafkah 
tersebut maka Pengadilan Agama dapat menentukan jumlah dan wujud nafkah 
iddah kepada istri, dimana jumlah dan wujud nafkah tersebut disesuaikan dengan 
kemampuan suami dengan tanpa memberatkan si suami.  
Sebagaimana ditegaskan padal 41 ayat (c) Undang-undang No. 1 tahun 1974 
berbunyi sebagai berikut : Pengadilan Agama membantu para pencari keadilan dan 
berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk 
tercapainya peradilan yang sederhana, cepat biayanya.  
Bunyi pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa Pengadilan Agama 
sesungguhnya bersifat membantu menyikapi terhadap perkara suami yang diajukan 
                                                          
9 Soedono,“Hak-Kah Istri Pasca Putusan Sela Prodeo dalam Perkara Cerai Talak”, Blog 
Soedono, SH. http://sudonoalqudsi.blogspot.co.id/2014_06_01_archive.html  (09 Juni 2014). 




istri ke pengadilan dikarenakan tidak menunaikan kewajiban. Sikap pengadilan 
agama terhadap perkara tersebut adalah memberikan putusan atau penetapan 
perkara tersebut.  
Dimana dengan sendirinya putusan telah memerintahkan kepada mantan 
suami untuk menjalankan kewajiban terhadap bekas istri.11 
3. Nafkah Mut’ah adalah pemberian dari bekas suami kepada istrinya 
yang dijatuhi talak berupa uang atau benda lainnya, nafkah mut’ah berlaku hanya 
kepada istri yang tidak nusyuz, jika istri nusyuz maka nafkah mut’ah tidak perlu 
diberikan kepada istri.12 
Terdapat contoh kasus yaitu putusan no. 250/Pdt.G/2015/PA.Sgm. yang 
pada putusannya memberikan perlindungan hukum kepada istri yang hendak 
diceraikan oleh suami berupa pemberian nafkah mut’ah sebuah cincin emas 23 
karat seberat 1 gram dan nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 . Hakim 
memberikan perlindungan kepada istri dengan mengarahkan suami untuk 
memberikan nafkah-nafkah tersebut kepada istri meskipun dalam kasus istri tidak 
meminta sama sekali nafkah kepada suaminya setelah diceraikan, yang kemudian 
disanggupi dan disepakati oleh suami. Adapun penentuan nominalnya hakim 
memperhatikan tingkat kemampuan suami seperti pekerjaan, penghasilan dan 
                                                          
11Kumpulan Tugas Makalah, “Hak Dan Kewajiban Nafkah Iddah Suami Kepada Istri 
Yang Telah Dicerai”, http://tugasmakalahmuamalah.blogspot.co.id/2013/02/kewajiban-nafkah-
iddah-suami-kepada.html, (24 Maret 2017) 





kesaksian para saksi di persidangan mengenai kemampuan suami mengenai kondisi 
keuangan suami dalam memberikan nafkah mut’ah dan iddah. Jumlah yang 
disanggupi oleh suami itu berdasarkan pengakuan dan kesanggupan suami bahwa 
ia hanya mampu memberikan dengan jumlah yang telah disebutkan diatas.  
Hakim berpegang pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 yang 
menegaskan bahwa bila perkawinan putus karena thalak, maka bekas suami wajib: 
a.) memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau 
benda, kecualibekas istri tersebut qabla al-dukhul, b.) memberi nafkah, maskan, dan 
kiswahkepada istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi thalak 
bai’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.  
Terdapat juga contoh kasus lain yakni pada putusan no. 
273/Pdt.G/2016/PA.Sgm. Dalam kasus tersebut istri menuntut nafkah iddah 
sejumlah Rp.10.000.000,00 selama 3 bulan dan nafkah mut’ah berupa cincin emas 
5 gram 24 karat, membayar cicilan rumah dan motor sejumlah Rp. 1.615.000.00 
setiap bulan, serta nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp. 3.000.000.00 per bulan. 
Suami adalah pegawai biasa pada perusahaan swasta dan istri adalah ibu rumah 
tangga dengan 2 anak. Hakim dalam putusannya memotong dan mengurangi jumlah 
yang dituntut oleh istri tersebut diatas karena dalam pertimbangan hakim, suami 
tidak sanggup memenuhi permintaan istri jika sebanyak itu, dan suami tidak akan 
bisa bertahan dengan penghasilan yang sedikit apalagi setelah dipotong untuk 
memenuhi permintaan istri, apalagi dalam proses pembuktian suami melampirkan 
fotocopy rekening atas nama suami yang membuktikan bahwa penghasilan suami 
tidak akan cukup untuk memenuhi semua tuntutan istri, oleh karenanya hakim 
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memotong jumlah  nafkah iddah yang diminta istri dari Rp.10.000.00.00 menjadi 
Rp. 3.000.000.00 selama tiga bulan, nafkah mut’ah berupa cincin emas 5 gram 24 
karat, nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp. 3.000.000.00 dan menanggung 
cicilan rumah dan motor sejumlah Rp. 1.615.000.00 per bulan. Menurut 
pertimbangan hakim jumlah inilah yang disanggupi oleh siuami dan setelah 
dikembalikan kepada suami, ternyata jumlah tersebutlah yang disanggupi dan 
disepakati oleh suami. 
Pada Pengadilan Agama Sungguminasa, dari semua kasus perceraian tidak 
semua tuntutan istri dipenuhi, jika menurut hakim itu perlu dan memang merupakan 
hak istri juga suami mampu memenuhi, maka hakim mengabulkan. Tapi jika dalam 
permohonan istri terlalu memberatkan suami melebihi batas kemampuannya maka 
hakim akan mengurangi atau tidak mengabulkan permohonan istri-istri yang 
diceraikan maupun menceraikan. Alasan hakim dalam memberikan perlidungan 
hukum terhadap istri dalam putusannya karena istri harus mendapatkan hak-haknya 
yang dijamin oleh hukum dimana suami harus memenuhi kewajibannya terhadap 
istrinya, tapi bukan berarti istri dibolehkan untuk menutut sesuai keinganan hatinya 
tanpa mempertimbangkan keadaan suami. Dalam menetapkan pembebanan nafkah 
oleh suami, hakim bergantung pada penghasilan suami, dan kondisi fisik suami, hal 
ini telah sesuai hukum  dan memenuhi asas keadilan. 
Bentuk perlindungan hukum hakim dalam proses persidangn 
memberitahukan kepada istri yang tidak menuntut pemberian nafkah oleh suaminya 
yang sebagian besar tidak menuntut karena ketidaktahuan istri mengenai haknya 
sendiri, maka hakim akan mengarahkan istri dan jika istri meminta maka hakim 
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akan memutuskan hal tersebut dengan membuat suami menyepakati hak yang 
diminta oleh istri, tetapi jika tidak terjadi kesepakatan dalam artian suami tidak 
menyepakati tuntutan istri yang diminta padahal suami mampu secara materi dan 
bukti-bukti persidangan mendukung di penuhinya tuntutan istri maka hakim dengan 
jabatannya akan mengeluarkan putusan secara ex officio dan hal ini sesuai dengan 
kewenangan hakim akrena jabatannya dan didukung oleh Pasal 41 huruf (c) 
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.13 
C. Penerapan Ex Ovisio Hakim dalam Memberikan Perlindungan Hukum 
Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IB 
Sebagaimana yang telah penulis uraikan tentang tugas-tugas hakim di bab 
sebelumnya, menunjukkan bahwa hakim mengurusi masalah sipil, masalah 
kriminalitas, keluarga, administrasi, dan hak-hak publik sehingga dalam waktu 
bersamaan, dia menjadi hakim sipil, hakim masalah kriminalitas, hakim masalah 
keluarga, dan juga pengontrol tegaknya hukum ditengah masyarakat. Meski 
demikian diperbolehkan juga apabila tugas-tugas itu dibagi sehingga ada hakim-
hakim dalam bidang tertentu jika memang permasalahan yang timbul sangat 
banyak. 
Seorang hakim wajib menggikuti aturan-aturan yang berkaitan dengan 
sumber hukum yang menjadi landasan dalam menetapkan keputusan, prosedur 
menetapkan putusan, baik dengan bukti maupun dengan ikrar atau yang lainnya, 
dan juga aturan-aturan yang berkaitan dengan  al-maqdi halu (pihak yang 
                                                          





mempunyai hak) dan al-maqdi alaihi (pihak yang dianggap kalah, baik yang 
menuduh maupun yang dituduh).14 
Tetapi berdasarkan sifatnya dan merupakan sesuatu yang terbawa karena 
jabatannya sebagai hakim, para hakim khususnya hakim yang menangani masalah 
keluarga memiliki kewenangan yang disebut kewenangan ex officio yang melekat 
dan dapat dipergunakan dalam mengeluarkan putusan dengan penuh pertimbangan-
pertimbangan. 
Sebagaimana dalam syariat dikenal istilah ijtihad, apabila seorang hakim 
tidak mendapatkan dasar hukum atas  masalah baru yang dia hadapi, baik dari Al-
qur’an, Sunnah, ijmak, qiyas, keputusan yang harus didasarkan pada ijtihadnya jika 
memang dia punya kapasitas untuk berijtihad. Apabila seorang hakim bukan ahli 
berijtihad, dia boleh memilih pendapat mujtahid yang lebih faqih atau yang lebih 
wara sesuai dengan keyakinannya. Selanjutnya dalam bagian ini penulis akan 
berfokus untuk membahas tentang ex officio sebagai kewenangan hakim khususnya 
penerapannya di Pengadilan Agama. 
Pengertian hak ex officio  hakim adalah hak atau wewenang yang dimiliki 
oleh hakim karena jabatannya, dan salah satunya adalah untuk memutus atau 
memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan.15 
Kewenangan ex officio hakim adalah hak yang ada pada hakim yang 
penerapannya dilakukan karena jabatan demi terciptanya keadilan bagi masyarakat. 
Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang 
                                                          
14 Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Fiqhi Islam Waadillatuhu, hal : 111-112. 
15 Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, ( Cet. I 
Semarang; Pustaka Rizki Putra, 1997), hal :29. 
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berfungsi dan berperan menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian 
hukum. Peradilan Agama dalam kewenangannya untuk melayani keadilan bagi 
masyarakat Islam dibidang tata hukum Islam diantaranya adalah perkawinan, 
kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shodaqoh sebagaimana diatur dalam pasal 49 
(1) Undang undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tentang Peradilan 
Agama.16 
Dasar hakim dalam melakukan ex officio yaitu atas hak dan kewenangan 
hakim itu sendiri yang melekat pada dirinya, Undang-undang No. 1 tahun 1975 
Pasal 41 (c) yang terdapat kata “wajib”, Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang 
Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan bahwa “ Hakim wajim 
menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang 
hidup dalam masyarakat. Keadaan sebagaimana disinggung ddiatas 
menunjukkahan bahwa saluran-saluran untuk memfungsikan hukum sebagi sara 
merubah dan memperbaharui struktur dan kultur masyarakat telah kita miliki, dan 
menurut penulis ini dapat membuka pintu keadilan bagi pencari keadilan yang 
berada diposisi lemah dan mencegah yang berposisi kuat untuk melakukan 
kezalima-an.  
Tidak hanya cukup pada suatu pencegahan, tapi diperlukan suatu 
perlindungan dan penyelesaian. Yang berhak memberikan suatu perlindungan dan 
                                                          
16 Fuadi Al-Idrus, “Penetapan Hak Ex Officio Hakim  Pada Perkara Cerai Talak dan 
Cerai Gugat Karena Tidak Adanya Tanggung Jawab Suami di Pengadilan Agama Malang’, 
https://www.researchgate.net/publication/50389506_PENERAPAN_HAK_EX_OFFICIO_HAKI
M_PADA_PERKARA_CERAI_TALAK_DAN_CERAI_GUGAT_KARENA_TIDAK_ADANY




penyelesaian itu adalah negara. Untuk itu, negara menyerahkan kepada kekuasaan 
kehakiman yang berbentuk peradilan dengan para pelaksananya yaitu hakim. 
Undang-undang no. 4 tahun 2004 Pasal 17 ayat (1) m,enyatakan bahwa semua 
pengadilan memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan sekurang-kurangnya3 
orang hakim, kecuali dalm Undang-undang menentukan lain. 
Kata yang terpenting dalam kalimat kalimat tersebut diatas adalah 
“mengadili”. Sebenarnya dengan kata ‘mengadili” sudsah tercakup kata yang 
lainnya. Perbuatan “mengadili” adalah bertujuan dan berintikan “memberikan suatu 
keadilan”. Untuk memberikan suatu keadilan itu hakim melakukan kegiatan dan 
tindakan. Pertama menelaah lebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang 
diajukan kepadanya. Setelah itu  mempertimbangkan dengan memberikan penilaian 
atas peristiwa itu serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, untuk 
selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menyatakan suatu hukum 
terhadap peristiwa itu.17    
Dalam putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat 
yuridis, sosiologis, dan filosofis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, 
dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang 
berorientasi pada keadilan hukum (legal justice), keadilan mayrarakat (social 
justice), dan keadilan moral (moral justice). Putusan hakim akan terasa begitu 
dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan, jika putusan tersebut dapat 
merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat dan juga merupakan sarana bagi 
                                                          
17 Syprianus Aristeus, SH, MH, Eksaminasi Terhadap Putusan Hakim Sebagai 
Partisipasi Publik, (Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008), hal : 123.  
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masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan. Sebelum 
seorang hakim memutus suatu perkara, maka ia menanyakan kepada kepada hati 
nuraninya sendiri, apakah putusan ini nantinya akan adil dan bermanfaat bagi 
manusia atau sebaliknya akan membawa kemudharatan. Sehingga olehnya itu 
hakim diharapkan memiliki otak yang cerdas dan hati nurani yang bersih. Karena 
dengan begitu putusan hakim akan dipertanggungjawabkan secara moral kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, secara hukum kepada konstitusi, peraturan perundang-
undangan, serta nilai-nilai hak asasi manusia. 
Perlu diingat bahwa selain keadilan dan kemanfaatan tersebut yang ingin 
dicapai dalam suatu putusan, perlu diperhatikan kepastian hukum dari suatu 
ketentuan hukum yang telah dibuat oleh negara, contohnya jika hakim 
membebaskan si pelaku dari kesalahannya, dengan dalih pelaku belum mengetahui 
akan hukumnya, maka hal itu tersebut akan menimbulkan masalah dalam 
perlindungan hukum bagi masyarakat yang lainnya. Untuk itulah putusan hakim 
harus benar-benar mempertimbangkan aspek-aspek keadilan, kemanfaatan dan 
kepastian hukum, yang berguna bagi kepentingan masyarakat banyak. 
Penerapan ex officio hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa dalam 
kasus perceraian dikarenakan : 
1. Ketidak-tahuan istri bahwa dirinya dapat menuntut atau meminta hak-
haknya sebagai istri. 
2. Diancam, dalam beberapa kasus, istri mendapat ancaman dari suami 
atau keluarga suami, bahwa jika ia meminta haknya di Pengadilan maka 
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istri akan menerima konsekuensi, jika seperi ini istri tidak meminta 
apapun dalam pengadilan. 
3. Dibohongi atau dibodohi, ada juga dalam beberapa kasus, istri 
dibohongi oleh suami, istri diiming-iming akan diberi nafkah pasca 
perceraian, namun pada kenyataannya setelah persidangan hal yang 
dijanjikan tersebut tidak dipenuhi. 
Dengan alasan yang tersebut diatas, hakim biasanya menggunakan 
kewenangan ex officio-nya untuk melindungi pihak yang lemah dan juga 
memberikan kepastian hukum, dengan ex officio akan ada pembebanan hukum 
untuk memberikan hak-hak istri. Dengan adanya ex officio yang diberikan kepada 
hakim, istri-istri yang hendak diperlakukan tidak adil akan berkurang. 
Terdapat contoh kasus yang penulis temukan pada saat meneliti bdi 
Pengadilan Agama yang memperlihatkan penerapan ex officio hakim yaitu putusan 
No. 163/Pdt.G/2016/PA.Sgm. didalam kasus tersebut istri hanya meminta nafkah 
pemeliharaan anak sejumlah Rp. 500.000.00 per bulan untuk kedua anaknya serta 
nafkah iddah sejumlah Rp. 800.000.00 setiap bulannya selama 3 bulan, sedangkan 
untuk nafkah mut’ah diserahkan kepada majelis hakim untuk mengadili. 
Hakim didalam pertimbangannya menyatakan bahwa istri tidak termasuk 
dalam kategori nusyuz dan berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 
149 huruf (a) menyatakan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena thalak, maka 
bekas suami wajib memberikan : a.) mut’ah yang layak kepada bekas istrinya , baik 
berupa uang atau benda, kecuali bekas istrinya tersebut qobla al dukhul” ditambah 
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isyarat dari Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 241 yang artinya “Kepada wanita-
wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut’ah menurut yang 
ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa” . 
Karena itu majelis hakim berpendapat bahwa permohonanj cerai ini 
merupakan inisiatif dari suami maka majelis hakim akan menetapkan kewajiban 
bagi suami selaku pemohonterhadap istri sebagai termohon untuk memberikan 
nafkah mut’ah sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huru (a) yang 
bertujuan untuk menghibur hati termohon (istri) yang hendak diceraikan, manakala 
sang istri yang setidaknya dalam kurung waktu sekian lamanya telah membina dan 
menemani pemohon (suami) dalam berumah tangga, dengan tanpa mempersoalkan 
masa lalu yang yang dimiliki suami, atau dapat dikatakan pemberian mut’ah 
sebagai apresiasi atau penghargaan suami kepada istri dengan memberikan sesuatu 
yang sekurang-kurangnya memiliki nilai manfaat bagi sang istri dengan catatan 
bahwa pemberian tersebut didasarkan pada kemampuan suami, kepatutan dan 
keadilan. 
Maka cukup berasalan bagi majelis hakim dengan membebani pemohon 
untuk memberikan mut’ah dan menambah nafkah iddah yang diminta oleh istri, dan 
diakhir putusan majelis hakim menyatakan bahwa menghukum pemohon (suami) 
untuk membayar kepada termohon (istri) berupa : a.) Mut’ah sejumlah Rp. 
1.500.000.00 ; b.) Iddah sejumlah Rp. 2.400.000.00. 
Penambahan nafkah iddah dan pembebanan nafkah mut’ah oleh hakim tidak 
tanpa pertimbangan, hakim melihat kondisi fisik suami yang masih sangat kuat 
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untuk mencari nafkah sehingga dapat memenuhi dan melaksanakan putusan hakim 
tersebut. 
Dalam ketentuan pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka pengadilan 
dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan 
dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri, dihubungkan dengan 
ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa bilamana 
perkawinan putus karena thalak, maka bekas suami memberikan munt’ah yang 
layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri 
tersebut qobla al dukhul, memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri 
selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi thalak ba’in atau nusyuz dan 
dalam keadaan tidak hamil, dan melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, 
dan separuh apabila qobla al dukhul serta memberikan biaya hadhanah untuk anak-
anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. 
Dalam pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut terdapat 
kata “dapat mewajibkan” yang perlu dimaknai lebih lanjut dengan sesuatu yang 
tidak memaksa (fakultatif), atau patut dimaknai pula dengan kewenangan 
pengadilan yang terdapat pada pelaku pembuat hukum yakni hakim (judge made 
law) karena jabatannya untuk memberikan pembebanan kepada suami terhadap 
istrinya, sedangkan kata “wajib” pada pasal 149 Kompilasi Hukum Islam patut 
dimaknai dengan memaksa kepada seseorang untuk melakukan perbuatan hukum 
tertentu (imperative) berdasarkan tinjauan dari aspek legis (kepastian hukum), 
namun ditinjau dari aspek utilitis (kemanfaatan) perlu dilihat lebih lanjut apakah 
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pembebanan kepada bekas suami dapat dipenuhi atau memaksa perbuatan hukum 
tertentu untuk dilakukan oleh bekas suami dapat dipenuhi atau tidak, tetapi disisi 
lain pembebanan kepada bekas suami mengandung nilai keadilan, dengan 
pertimbangan bahwa pengabdian istri kepada suami sewaktu membina rumah 
tangga layak diberikan apresiasi yang semata-mata tidaklah ditujukan untuk 
memberikan penilaian atau penghargaan dengan berupa sejumlah uang maupun 
benda berharga, tetapi yang patut dilihat adalah sejauhmana penghargaaan terhadap 
keseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, apalagi 
jika dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan  pihak bekas suami dapat 
dibebankan nafkah lampau, mut’ah dan iddah maka hakim akan ber-ex officio 
dalam perkara tersebut.18 
Selain masalah yang menyangkut pembebanan nafkah, juga terdapat 
masalah pembagian harta gono-gini yang sering menjadi gugatan balik di 
persidangan. Perselisihan tentang harta bersama atau gono-gini penyelesaiannya 
menjadi kewenangan peradilan agama, hal ini sesuai dengan pasal 88 KHI yaitu : 
“Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama , maka 
penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”. Peraturan ini 
menegaskan bahwa perselisihan yang terjadi tentang pembagian harta bersama 
menjadi kewenangan Pengadilan Agama akan tetapi jika pasangan suami-istri yang 
bercerai hanya bermusyawarah dan berdamai tentang hal ini, maka pembagiannya 
                                                          




bias diselesaikan melalui kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, cara ini 
sah dan merupakan cara terbaik untuk penyelesaian.  
Akan tetapi dalam pada kenyataannya tidak semua sidang perceraian 
berlanjut pada pembagian harta bersama karena proses persidangan yang memakan 
waktu lebih panjang dan juga persyaratan yang begitu yang begitu banyak.  
Sesuai dengan KHI pasal 1 huruf (f) yaitu : “ Harta kekayaan dalam 
perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau 
bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya 
disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”, 
berdasarkan undang-undang lain pembagian harta bersama itu dibagi berdasarkan 
komposisi 50 : 50, pada umumnya pembagian dalam komposisi tersebut baru 
sebatas membagi harta secara formal, pihak pengadilan dapat membagi  dan 
memutuskan persentase lain dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.19 
Pada Pengadilan Agama Sungguminasa, ber-ex officio itu bisa dilakukan 
begitu juga sebaliknya, tidak semua kasus perceraian apalagi jika mempersoalkan 
harta bersama hakim mengikuti ketentuan undang-undang dengan persentase 50 : 
50 dibagikan kepada suami dan istri, menurut salah satu hakim yang penulis 
wawancarai mengatakan bahwa hakim tidak selalu harus menjadi corong undang-
undang, adakalanya hati nurani hakim pun tergugah dan berdasarkan bukti-bukti 
yang ada dipersidangan hakim melenceng dari persentase tersebut, dan membuat 
                                                          
19 Aulia Muthia, Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga 
(Cet.I;Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 2017), hal: 139-140. 
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keputusan yang persentasenya lebih besar atau lebih kecil untuk salah satu pihak. 
Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa memutus atas dasar pertimbangan 
siapa yang mengurus dan membiayai anak , siapa yang berkonstribusi terhadap 
harta bersama lebih besar, siapa yang mampu membiayai hidup sendiri, dan 
pertimbangan-pertimbangan lain berdasarkan bukti-bukti serta keterangan-
keterangan saksi yang muncul dalam persidangan.20 
Selama menlakukan penelitian yang dilakukan oleh penulis di lapangan, 
penulis mendapatkan kesimpulan bahwa dalam memberikan keputusan hakim tidak 
harus selalu menjadi corong undang-undang yang menyampaikan tujuan 
pelaksanaan perundangang-unmdangan tapi tidak mempertimbangkan keadaan 
para pihak setelah perkara diputus, hakim memanbg seharusnya memberikan 
perlindungan hukum terhadap yang lemah dalam perkara yang ada, apakah 
menggunakan hak dan kewenangan yang dimiliki hakim atau membuat peneuan 
hukum baru. Jadi menurut penulis apa yang dilakukan oleh hakim Pengadilan 
Agama Sungguminasa sudah sepatutnya juga terhjjadi dalam putusan-putusan 
hakim di pengadilan lainnya. 
                                                          
20Hasil wawancara dengan Uteng Thahir, SH, MH, Hakim PA Sungguminasa (13 






1.  Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap istri yang diberikan 
melalui putusan pengadilan yaitu berupa pemberian nafkah lampau, nafkah mut’ah, 
nafkah iddah, dengan cara pembebanan kepada bekas suami. 
2. Pembebanan nafkah tersebut hakim pertimbangkan berdasarkan 
kemampuan bekas suami, jika bekas istri menuntut lebih dari kemampuan bekas 
suami, hakim akan mengurangi jumlah tuntutan, tetapi jika bekas suami mampu, 
walaupun istri tidak meminta dalam tuntutannya, hakim dengan hak ex officio-nya 
akan memberikan perlindungan hukum dengan memberikan lebih dari pada yang 
diminta bekas istri, dengan mempertimbangan keterangan saksi dan pembuktian 
yang dapat mendukung istri atau tidak. 
3.   Tujuan pembebanan nafkah terhadap suami karena mempertimbangkan 
keadaan istri pasca diperceraian, yang karena ketidak tahuannya atau karena 
ketakutannya istri tidak meminta selama proses persidangan berjalan.  
4. Indikator penilaian hakim dalam menentukan jumlah pembebanan 
kepada bekas suami yaitu dengan melihat penghasilan,dan kesehatan fisik suami, 




5.  Ex officio adalah hak yang dimiliki dan melekat pada hakim karena 
jabatannya ia bisa mengurangi atau menambah tuntutan penggugat. 
6.  Dasar ex officio hakim yaitu berdasarkan kewenangan dan UU No. 1 
tahun 1974 Pasal 41. 
7.  Tujuan ex officio hakim yaitu untuk melindungi pihak yang lemah dalam 
persidangan melalui putusan yang sifatnya mengikat.  
8.  Peranan hakim dalam perkara-perkara dimana istri tidak meminta hak-
haknya sangat menentukan, karena dengan rasa keadilan  dan rasa ingin melindungi 
hakimlah, yang kemudian akan menentukan sikap dalam putusan hakim. 
9. Dengan memberikan pembebanan nafkah kepada suami terhadap istri 
sebagai bentuk perlindungan hukum hakim kepada istri sudah sesuai dengan asas 
keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. 
B. Implikasi Penelitian 
1.  Untuk meminimalisir jumlah perceraian yang terjadi di masyarakat 
sekitar, karena sesungguhnya perceraian hanya akan membawa kerugian bagi 
masing-masing pihak terlebih lagi pada anak dari hasil perkawinan itu sendiri. 
2.  Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya istri 
yang hendak bercerai bahwa setelah perceraian istri tetap memiliki hak memperoleh 
nafkah berupa nafkah lampau, mut’ah, iddah, yang dapat dituntut atau diminta 
kepada suami selama persidangan dan itu dapat diberikan melalui putusan 
pengadilan untuk menjamin kepastian hukumnya. Selain itu hakim harus lebih peka 
76 
 
dan aktif dalam menggunakan kewenangan ex officio-nya untuk memberikan 
perlindungan dan meminimalisir jumlah pihak yang merasa diperlakukan tidak adil, 
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